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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan
karuniaNya sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan

Tengah disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran
2023.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID ini merupakan rekapitulasi
pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2023 sebagai bentuk pelaksanaan
tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Surat Keputusan
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/064/Bid.l/Diskominfo
tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran
tentang permasalahan serta kendala yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat digunakan
sebagai bahan tindaklanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Tahun

Anggaran selanjutnya.

Demikian, semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan

seperlunya.
Palangka Raya, 4 Maret 2024
Mengetahui:
PPID Pelaksana,
Tv
X’VELNT CHRIS‘EW% Y, ST., M.Si SYARIFUDIN, S.Hut

NIP 1972-1213 200003 1 005 NIP.19680914 199603 1 004
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi
dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.
Keterbukaan informasi merupakan salah satunya ujung tombak dalam pencegahan dan
pemberantasan korupsi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
dengan adanya keterbukaan informasi publik menjadikan salah satu ciri penting negara
demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik yang pada akhirnya nanti mampu menciptakan
partisipasi luas dari masyarakat dalam mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirik,
dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 merupakan momentum
penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia, karena Undang-
Undang ini telah memberikan landasan hukum (Legal Standing) terhadap hak setiap orang
untuk memperoleh informasi publik dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban
dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu,
biaya ringan dan cara sederhana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, maka setiap Badan Publik berkewajiban untuk membuka akses bagi
setiap pemohon informasi publik guna mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa
informasi tertentu. Keterbukaan Informasi Publik ini bertujuan untuk : (1) Menjamin hak
warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan
publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu

keputusan publik;
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(2) Medorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik,
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,
yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
(3) Mengetahui alasan kebijakan publik yang memenuhi hajat hidup orang banyak;
mengembangkan ilmu pengetahuan dan  mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4)
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Operasionalisasi Pasal 28F Amandemen IV UUD NKRI 1945, yaitu Setiap
orang berhak, untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu sendiri dijabarkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ditambah lagi dengan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik dan
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 117 Tahun
2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi
publik bagi pemohon informasi.

Terkait dengan implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan : (1) Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi
Publik; (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah; (3) Surat Keputusan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 188.44/322/2011 tentang Penetapan Anggota Komisi
Informasi Provinsi Kalimantan Tengah; dan (4) Surat Keputusan Gubernur Kalimantan
Tengah Nomor 188.44/1099/2013 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
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Selanjutnya, berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
480/683/HMSP Tanggal 17 November 2014 Perihal Kelembagaan PPID di SKPD Provinsi
Kalimantan Tengah, maka Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada
publik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk tahun 2023 sesuai dengan Surat
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:
800/064/Bit.l/Diskominfo Tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
dimaksudkan sebagai sumber informasi tentang pelaksanaan layanan informasi dan
dokumentasi kepada publik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi tentang PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Memberikan informasi tentang kegiatan layanan publik pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengabh;

3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagai PPID Pelaksana dan bahan

pengambilan keputusan atau tindaklanjut.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP);
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D.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik;

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informastika Republik Indonesia Nomor 117
Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/1099/2013 Tanggal
23 Desember 2013 tentang Pembentukan Organisasi, Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengabh;

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 480/683/HMSP
Tanggal 17 November 2014 Perihal Kelembagaan PPID di SKPD Provinsi
Kalimantan Tengah;

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:
800/064/Bit.l/Diskominfo Tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah.

SISTEMATIKA LAPORAN
Adapun sistematika penulisan Laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
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BAB II.

BAB IlII.

BAB IV.

BAB V.

D. Sistematika Laporan

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang
dimiliki beserta kondisinya

B. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi beserta kualifikasinya

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan

Penggunaannya
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.

B. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi
publik dengan Klasifikasi tertentu.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
A. Jumlah Keberatan yang diterima

B. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

D. Hasil Mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi.
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BABVI. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

BAB VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
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BAB Il
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA

Struktur PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran 2023 ini ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:
800/064/Bit.l/Diskominfo Tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Pengarah : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah.
2. Tim Pertimbangan :
- Kabid Energi dan Ketenagalistrikan
- Kabid Geologi dan Air Tanah
- Kabid Mineral dan Batubara
- Kabid Pengawasan Minerba, Energi dan Air Tanah.
3. PPID Pelaksana
- Ketua : Sekretaris Dinas
- Sekretaris : Sub Koordinator Penyusunan Program/JFT Perencana
4. Bidang-Bidang Pendukung :
a. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
b. Bidang Pelayanan Informasi

c. Bidang Dokumentasi dan Arsip
(SK Terlampir)

B. TUGAS DAN FUNGSI PPID PELAKSANA

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:
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800/064/Bit.l/Diskominfo Tanggal 16 Januari 2023 Tentang Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, maka tugas PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pengarah PPID Pelaksana
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai
atasan PPID Pelaksana bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,
merencanakan serta menetapkan jenis informasi, SOP, Standar Pelayanan Publik (SPP)
dan pengembangan semua kegiatan, serta menandatangani Surat Jawaban Pemohon

Informasi dan Surat Jawaban Keberatan oleh Pemohon Informasi pada PPID Pelaksana

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta

bertanggungjawab kepada atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah.

2. Tugas Tim Pertimbangan PPID Pelaksana

Tim Pertimbangan Pelaksana mempunyai tugas :

a. Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan kepada atasan
PPID dan kepada PPID Pelaksana di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Memberikan perimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan
layanan informasi publik di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Tugas PPID Pelaksana :

PPID Pelaksana mempunyai tugas :

a. Mengeluarkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan
informasi oleh Pemohon informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja +
(ditambah) perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis
yang ditanda tangani oleh atasan PPID Pelaksana.

b. Jika permohonan informasi ditolak dan Pemohon informasi mengajukan keberatan
maka PPID Pelaksana mempunyai tugas mengeluarkan surat jawaban secara tertulis

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
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C.

Bertanggungjawab dalam membina, mengarahkan ke bidang-bidang PPID
Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik kepada

Pemohon informasi.

4. Tugas Bidang Pelayanan Informasi

Sekretaris PPID Pelaksana mempunyai tugas :

a.

Menyiapkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan
informasi oleh Pemohon informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja +
(ditambah) perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis
yang ditanda tangani oleh atasan PPID Pelaksana.

Bersama PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam membina, mengarahkan ke
bidang-bidang PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi
publik kepada Pemohon infromasi.

Bertanggungnjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan
PPID Pelaksana.

5. Tugas Bidang Pelayanan Informasi

Bidang pelayanan informasi mempunyai tugas :

a.

Menerima Pemohon informasi di meja informasi ruang kerja PPID Pelaksana pada

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

. Mencatat semua data administrasi Pemohon informasi seperti : nama, alamat,

subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang di
inginkan.

Memberikan tanda bukti seperti nomor tanda terima Pemohon informasi sebagai
bukti bahwa Pemohon tercatat telah melakukan permintaan informasi di PPID
Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah.

Memberi penjelasan pada Pemohon informasi atas maksud, tujuan dan jenis
informasi yang diminta.

Meminta pada Pemohon informasi melengkapi berkas pemohon yang belum

lengkap.
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6. Tugas Bidang Pengelolaan Informasi

7.

8.

Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas:

a. Mengkoordinasikan jenis informasi yang di data oleh bidang pelayanan informasi
pada 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat di Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Memproses surat jawaban Pemohon informasi yang telah diperiksa oleh bidang
pelayanan informasi dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja + (ditambah)
perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.

c. Memproses surat tanggapan atas surat pengajuan keberatan oleh Pemohon
informasi dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

f. Mempersiapkan dan membuat proses surat menyurat sebagai tanda pelayanan
informasi lain yang menyangkut proses pelayanan informasi pada PPID Pelaksana
pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Tugas Bidang Dokumentasi dan Arsip

Bidang  Dokumentasi dan  Arsip mempunyai tugas  mengagendakan/

mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi fhoto

kegiatan pada pengajuan permohonan informasi pada PPID Pelaksana pada Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Tugas Bidang Pengaduan dan Penyelesiaan Senngketa

Bidang Pengaduan dan Penyelesiaan Sengketa mempunyai tugas:

1. Mempersiapkan bahan pembahasan dan mengkoordinasikan dengan atasan PPID
Pelaksana dan PPID Pelaksana terhadap berbagai sengketa informasi yang terkait
dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait/mitra kerja menyangkut pengaduan
dan penyelesaian sengketa.

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 540/33/SET Tanggal 24

November 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional

10
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Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui 2 (dua)

cara, yakni :

1. Secara aktif/pengumuman, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Informasi publik yang wajib disediakan dan umumkan adalah informasi publik
yang disediakan dan diumumkan secara berkala maupun informasi publik yang
disediakan secara serta merta.

Informasi publik yang wajib disediakan dan umumkan dilakukan melalui papan

pengumuman, brosur, media cetak dan website.

2. Secara pasif/permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Informasi publik dapat diperoleh baik secara langsung datang ke PPID Pelaksana di
desk layanan informasi maupun secara langsung yakni melalui telepon, surat, email
dan faksimile.

Permohonan informasi publik dapat diajukan baik secara tertulis atau tidak tertulis.
Permohonan yang disampaikan secara lisan atau tidak tertulis, baik datang langsung
maupun melalui media telepon, hanya melayani informasi yang sifatnya umum dan
dikuasai oleh petugas informasi.

Permohonan yang disampaikan tidak tertulis dan materi permohonan tidak dikuasai
oleh petugas informasi, materi permohonan tidak terdapat didalam Daftar Informasi
Publik (DIP) dan/atau materi permohonan terdapat di dalam DIP namun perlu lebih
lanjut untuk dilakukan uji konsekuensi, maka Petugas informasi menyampaikan
kepada Pemohon informasi untuk membuat surat permohonan. Permohonan pihak
pemohon hanya ditanggapi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PPID
Pelaksana.

Persyaratan permohonan dan ketentuan-ketentuan lainnya ditetapkan sebagaimana
tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor: 540/33/SET Tanggal 24 November 2014 perihal
Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan
Informasi Publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Kalimantan Tengah.
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D. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Jadwal pelayanan informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d Jumat dengan
mengacu pada Nomor: 540/33/SET Tanggal 24 November 2014 perihal Standar Pelayanan
Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana
tabel berikut :

TABEL 1.
JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hari Jam
Senin s.d Kamis Buka : 09.00-12.00 WIB
Istirahat : 12.00 — 13.00 WIB
Buka : 13.00-16.00 WIB
Jumat Buka : 09.00-11.00 WIB
Istirahat : 11.00 — 13.00 WIB
Buka : 13.00-16.00 WIB

E. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri
atas:
1. Ruangan Desk Informasi Publik
Ruangan pelayanan informasi publik berukuran 3 x 4 meter persegi yang terdiri
dari 1 meja panjang bentuk L dan kursi 5. Ruangan ini dilengkapi 1 komputer instrumen
untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti
penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta
formulir pengajuan keberatan dan buku tamu. Ruang tamu yang dilengkapi dengan 2
(dua) set sopa tamu, 1 (satu) unit Laptop .

2. Penyediaan Akses Informasi Publik
Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan
informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Kalimantan Tengah, selain dapat datang langsung, dapat melalui telepon/fax atau
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melalui email, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website

dengan alamat: desdm.kalteng.go.id dan http:ppid.kalteng.go.id

Website tersebut terdiri dari kanal beranda, badan publik, struktur, standar layanan,
informasi publik, mekanisme, akses publik, sengketa informasi, pemohon informasi,
simpul layanan, galeri, frequently asked questions, regulasi serta dilengkapi audio
video mengenai keterbukaan informasi publik. Selain itu penyediaan akses informasi
melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik
mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.

3. Sumber Daya manusia
Pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INFORMASI PUBLIK

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi pada Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Surat
Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor: 540/33/SET Tanggal 24 November 2014 perihal Standar Pelayanan Publik (SPP)
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik
terhadap informasi publik.

2. Memberikan standar bagi PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

3. Meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghasilkan layanan informasi publik yang

berkualitas.
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BAB Il

GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik melalui PPID Pelaksana pada

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 meliputi:

Waktu Pelayanan, Data Jumlah Permohonan dan Permintaan Informasi, Data Sengketa

Informasi Publik, Data Kesaksian untuk Proses Hukum, Anggaran Informasi Publik dan

Kendala Pelayanan Informasi Publik, yang dapat mengajukan permohonan informasi publik

adalah Setiap warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana adalah pejabat yang

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan perangkat daerah dengan

Pengklasifikasian informasi terdiri dari :

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang
wajib diumukan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan
informasi yang dikecualikan.

Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi yang ada dilingkungannya.

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi
yang ada dilingkungannya kepada publik.

Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya.

Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya.
Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk akses
masyarakat.

Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan pada PPID
Utama.

Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungan kepada

PPID Utama secara berkala.
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A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri
atas:

1. Ruangan Desk Informasi Publik

Ruangan pelayanan informasi publik berukuran 3 x 4 meter persegi yang
terdiri dari 1 meja panjang bentuk L dan kursi 5. Ruangan ini dilengkapi 1 komputer

instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan,

tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan

informasi publik serta formulir pengajuan keberatan dan buku tamu.
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Disamping itu, selain diruangan khusus pelayanan informasi publik Dinas Energi
Sumber Daya mineral juga mempunyai ruangan pelayanan umum yang luas ruangan
berukuran 6x6 3 meter persegi yang terdiri dari ruang tamu yang dilengkapi dengan 2 (dua)

set sopa tamu .
Ruang Lobby / Ruang Tunggu

PR YWALW IPROY (A5 11 i
LINAS ENRGIDRC USRS 14

WAL A ROV RARL LR
DICAS EMINGIDAN alalin 1. 01

16



Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi

2.

Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan
informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah, selain dapat datang langsung, dapat melalui
telepon/fax atau melalui email serta website dinas, juga dilakukan dengan
melakukan penyediaan informasi melalui website PPID Pelaksna dengan alamat :

http:ppid.kalteng.go.id dan web dinas desdm.kalteng.go.id.

Website tersebut terdiri dari kanal beranda, badan publik, struktur, standar layanan,
informasi publik, mekanisme, akses publik, sengketa informasi, pemohon informasi,
simpul layanan, galeri, frequently asked questions, regulasi dan lainnya. Selain itu

penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi

kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.
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Waktu Pelayanan

Dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu

pemberian pelayanan Informasi Publikdilaksanakan pada hari kerja senin sampai
dengan juma’at.

() @ppidpelaksanadesdm ~1ppidpelaksanadesdm23@gmail.com

Website Dinas ESDM

| desdmlaltenggoid |

TemAl EwLaC Dam
SUBER DA v MNERAL ook TN cecarsa MBI +  GADU - WIGULRD - P9 SN NI G

Selamat Datang di Website Resmi

Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral

Provinsi Kalimantan Tengah

A Ll mn 2

Kata Sambutan

18



Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi

Web PPID Pelaksana

http://ppid.Kalteng go.id

TEEELLE|

Multi Media Center (MMC) Dinas ESDM

| mmckatenggoid |

@ St e o

»04y
'; MurnMepin Cenrer 7 _

Pemeliharaan dan Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum oleh
Dinas ESDM Prov. Kalteng

o Do Enengl dan Sumber Daya Mimeral Katteng 17 15 Septenter 2023 1550, Dbacs
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Facebook PPID Pelaksana Dinas ESDM

[ Ppid Pelaksana Desdm ]

Ppeoicd FPaeaellalas=s==arrmmaaa DEDe=<idrax

R

o =Tirzcy=ar

—FoTo
E>ex=ail —
= W irazscaca=al <cdi Foal=arascsl<=a FI =ayxr=a
- Lifa==at Irafc> Teratomarics Fogoicd Freloalc=ara=
TN e wm=mTw
S (17 Tervimr e r==mryi=)

B e e . . SR
= = =2 = P a— =S
............. T ——— ~ et . -

Instagram PPID Pelaksana Dinas ESDM

| @ppidpelaksanadesdm |

M= -—— — (-

Pridpelalis=sanmnadesscdrya — =

— == - = - =
FPostimncagaan FPermnogilust NMermcgil<oati

il FPELAKS.ANA DOEsSsSoOonag

Edit orofil

Eacgilan ororfil
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Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

10 hari kerja , dan dapat diperpanjang
Maksimal 7 hari kerja

Permohonan PPID Pemberitahuan
Informasi Publik Tertulis ]
Permohonan Yang Harus
dilakukan secara Dilakukan:
tertulis dengan: 1.Memperjelas
1.Mengisi Formulir Informasi/do
permohonan kumen yang
yang telah diminta
disediakan 2.Mencatat
2.Membuat Surat Dalam Buku —> PENOLAKAN ||
Permohonan Register
Informasi Publik; Permohonan
3.Menyertakan Informasi
Salinan Identitas 3.Memberi
Permohonan Tanda Bukti
Informasi Publik Permohonan
PEMBERIAN | |
INFORMASI

Berisi:

1. Informasi dikuasai
/tidak;

2. Format Informasi
yang tersedia;

3.Biaya

4. Waktu Penyediaan

Berisi:

1.Penolakan
Permohonan
Informasi

2.Pasal dari
Undang-undang
yang
mengecualikan
Informasi yang
diminta

Harus dipastikan
bahwa informasi
yang diberikan
sesuai dengan
informasi yang
diminta

B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI BESERTA KUALIFIKASINYA

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dalam melaksanakan

tugas dalam pengembangan SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi,

khususnya dipenggunaan aplikasi PPID sehingga terwujud aparatur pemerintah yang

mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi dengan
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C.

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi era keterbukaan
informasi publik sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada
masyarakat secara cepat, murah, transparan dan akuntabel. Pelayanan informasi publik
PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh sumber daya
manusia yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah yang diharapkan akan meningkatkan layanan penyediaan informasi yang
berkualitas serta dapat mendorong semua lembaga untuk melakukan pelayanan atas

permintaan informasi publik secara cepat, tepat, dan utuh dan memperkuat SDM PPID.

ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK SERTA
LAPORAN PENGGUNAANNYA

PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah dalam memberikan layanan informasi publik untuk tahun anggaran
2024 memiliki alokasi anggaran tersendiri berdasarkan DPA-SKPD Nomor
:DPA/A.1/3.29.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 26 Januari 2024.
Dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi tidak dipungut biaya/gratis
(dokumen akan diberikan dalam format softcopy).
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BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan dan permintaan data informasi publik pada Dinas Energi dan Sumber

daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung selama Tahun 2023 adalah

sebagai berikut :

No Bulan Jumlah
Pemberian Penolakan Proses

1. Januari - 0 -
2. Februari 4 0 4
3. Maret 9 0 9
4.. | April 5 0 5
5. Mei 9 0 9
6. Juni 6 0 6
7. Juli 6 0 6
8. Agustus 4 0 4
9. September 1 0 1
10. | Oktober 8 0 8
11. | November 5 0 5
12. | Desember 3 0 3
B. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN

INFORMASI PUBLIK DENGAN KLASIFIKASI TERTENTU

PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi

Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari
Jam 07.00-16.00 WIB Hari Senin s.d Jum’at (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu

efektif setiap hari 5 (lima) jam dan dalam seminggu 25 (dua puluh lima) jam.

Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun diluar jam kerja

tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan

itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa

harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah.
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C.JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN SEBAGIAN
ATAU SELURUHNYA TAHUN 2023

Januari
Pebruari
No | Tanggal/ Nama Alamat/ | Pekerjaan | Informasi yang Tujuan Informasi/ Data
No. Surat | Pemohon No di minta Permohonan | yang diberikan
Lengkap
1. 16 Bappedal Permintaan Permintaan Data EBTKE
Pebruari | itbang Data EBTKE Data
2023
050/164/1
V/Bappe
dalitbang
2. 20 Setda Permintaan Permintaan Data
Pebruari Data Data Sekretariat
2023
130/TU-
I-23/EK
3. 28 Setda Permintaan Permintaan Data Minerba
Pebruari Data Tepra Data
2023
924/52/11
/Advem
4, 28 Setda Permintaan Permintaan Sekretariat
Pebruari | Barut Data Data
2023
064/03/a
dm.bag
Maret
1. 01 Maret | DLH Permintaan Permintaan Sekretariat
2023 Mura Data Data
660/2u/
DLH-
MR.01/
23
2. 3 Maret | Ld.Ass.E Permintaan Permintaan Data Listrik
2023 kbang Dokumen dan | Data
87 Informasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Strimp Esttae
di Kabupaten
Sukamara
3. 6 Maret | DLH Permintaan Permintaan Data Tambang
2023 Barut Data untuk Data
766/277/ Penyusunan
dih Dikplhd thn
2023
7 Maret | Sekjen Permohonan Permintaan Data EBTK
2023 Data Capaian Data
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1.611/ek. Bauran Energi
03/Sekje daerah Thn
n 2022
4. 14 Maret | Setda Permintaan Permintaan Data Tambang
2023 Kobar Data Data
500.6.1/0
49/EK
5. 20 Maret | BPS Permohonan Permintaan Data Tambang
2023 Data Data
B- Perusahaan
013/6200 Pertambangan
0/VS/100 dan Penggalian
/03/23
6. 21 Maret | Emil Permintaan Permintaan Data
2023 Yanie Data Informasi | Data Sekretarita
Publik Terkait Data Tambang
Perusahaan
Tambang
PT.Seal di
Kabupaten
Katingan
7. 27 Maret | Setda Permintaan Permintaan Data Geologi
2023 Sampit Data Air Data
670/134/ Bawah Tanah
sda/11/23
8. 29 Maret | Bappeda Permintaan Permintaan Data Tambang
2023 Kotim Data Usaha Data
970/168/ Pertambangan
bapenda/
23
9. 30 Maret | Setda Permintaan Permintaan Data
2023 Data Sektoral Data Sekretariat
050/295/1 Perda
I/bapp
April
1. 04 April | Kajari Permohonan Data | Permintaan | Data Tambang
2023 Kateng IUP Tahap | Data
B.808/0. Eksplorasi  dan
2.10/Dek Operasi Produksi
4/03/23
2. 10 April | Dinas Permintaan Data | Permintaan | Data Tambang
2023 Kehutana Perizinan Data
S22/46/U | n Pertambangan
PT.TF.O
dislut
3. 18 April | Setda Permintaan Permintaan | Data
2023 Rincian Data IUP | Data Tambnag
270/tu Komoditas
111.23/ek Mineral  Bukan
Logam dan
Batuan

25




Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi

4. 28 April | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data Tambang
2023 Kasonga Data
500.3/65/ | n
IV/eksda

5. 28 April | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data Geologi
2023 Nama Rupabumi | Data
100/97/1.
1/Pem.Ot
da

Mei

1. 03 Mei | Setda Permohonan Data | Permintaan | Data
2023 kotim Desa  Berlistrik | Data Listrik
671/321/ dan Desa Belum
sda/V/23 Berlistrik

Triwulan | Tahun
2023

2. 09 Mei | Pol Airud Permohonan Data | Permintaan | Data
2023 Kasonga Izin Operasi Pasir | Data Tambang
B/03/V/IL | n di Katingan
OE.4.1.5/
23

3. 14 April | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2023 Sampit Pemanfaatan Air | Data Geologi
672/291/ Permukaan
sda/lV/2
3

4, 18 April | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data EBTKE
23 Inventarisasi Data
660/363/1 Emisi Grk Thn
.3dlh 2022

5. S.516Kp | Kpp Permintaan Data | Permintaan | Data
p.2903/2 | Pratama Instansi ILAP Data Tambang
3 Palangka

Raya

6. 24  Mei | DPMPTS Permohonan Data | Permintaan | Data
2023 P Pelaku Usaha Data Tambang
005/257/
b.n/dpmp
tsp.23

5. 22 Mei | Kanwil Permohonan Data | Permintaan | Data Geologi
2023 BPN Data
Mp.03/14
98.62/V/
23

6. 29 Mei | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2023 Internal dalam | Data Seketariat
700/170/ SPI Tahun 2023
sekre.l/2
3
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7. 26  Mei | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2023 untuk Penyusunan | Data Seketariat
660/806/t dokumen lkplhd
1/1/dlh

8. 26 Mei | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2023 Dukung untuk | Data Seketariat
660/807/t Penyusunan klhs
1/1/dIh rpjpd than 2025-

2045

9. 31 Mei | Setda Permintaan Data
2023 Rincian  Obyek
005/1206 Sewa
/111/Bape
nda/23

Juni

1. 6  Juni | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2023 Sampit IUP Mineral | Data Tambang
545/386/ Bukan Logam
sda/V1/2 dan Batuan
3

2. 6  Juni Permintaan Data | Permintaan | Data
2023 Pegawai igobal | Data Sekretariat
800/260/1 administrator
.1/bkd

3. 9  Juni | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2023 dan Infromasi | Data Tambang
540/04/V Harga  Mineral
I/eksda Bukan  Logam,

Mineral  Bukan
Logam Jenis
Tertentu dan
Batuan.

4. 17 Juni | Bappeda Permintaan Data | Permintaan | Data
2023 Realisasi APBD | Data Sekretariat
050/526/1 Tahun 2023
V/bapp

5. 27 Juni Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2023 Laporan Data Seketariat
336/tu.l.2
3lek

6. 27 Juni Bappedal Permintaan Permintaan | Data
2023 itban Naskah/Artikel Data Seketariat
050/485. untuk Penyusunan
a.bid.l/ Buletin  Litbang
bappedali dan Perencanaan
tbang Pembangunan TA

2023

Juli

1. 14 Juli | Setda Permintaan Data / | Permintaan | Data
2023 Dokumen untuk | Data Tambang
04.0k/3.3 keperluan
52.d.102/ pemeriksaan
2/23 pemenuhan
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kewajiban PNBP
sektor
Pertambangan
2. 18  Juli | Kanwil Permohonan Data | Permintaan | Data
2023 BPN Dasar Data Geologi
Np.01/23 Penyusunan Geo
.62.400/ rdtr
VI1/23
3. 23 Juli | Setda Permintaan Data Data
2023 Kebutuhan Sekretariat
893.3/35 Pelatihan
3/111.2/bp
sdm
4, 25  Juli | Bareskri Permintaan
2023 m Informasi dan
B/253/VI1 Dokumen
[res.3.3/2
3/hpidkar
5. 25 Juli | Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
2023 Tepra Data Sekretariat
942/175/1
1/23
6. 27  Juli | Setda Permintaan Data Data EBTKE
2023 Aktivitas Igrk
660.3/10
91/dIh/III
3IVIN23
Agustus
1. 21 BKD Permintaan Data | Permintaan | Data
Agustus terkait ~ Jabatan | Data Sekretariat
2023 Fungsional
800/585/1 Analisis SDM
1.7/bkd Aparatur
2. 22 Dukcapil Permintaan data | Permintaan | Data
Agustus untuk Pencatatan | Data Sekretariat
2023 dokumen
470/1445 administrative
/dukcapil kependudukan
3. 24 Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
Agustus Inovasi Data Sekretariat
2023
050/669/1
/bappedal
itbang
4, 31 Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
Agustus Tepra Data Sekretariat
2023
942/138/1
1/Adm/2
3

28




Laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi

September

1. 25
Septemb
er 2023
942/208/1
d/ad...

BKD

Permintaan Data
Tepra

Permintaan
Data

Data
Sekretariat

Oktober

1. 02
Oktober
2023

S_
1055/bpp
hlhk.4/sw
A/gkm.0/
10/23

BPPHLH
K

Permintaan Data

Permintaan
Data

Data Geologi

2. 5
Oktober
2023
600/1331

/pupr

DPUPR

Permohonan Data

Permohona
n Data

Data Geologi

3. 5
Oktober
2023
005/2408
Illbapend
a/

Setda

Permohonan Data

Permohona
n Data

Data Tambang

4, 09
Oktober
2023
600.4/73
2/dlhk/23

Setda

Permohonan Data

Permohona
n Data

Data Geologi

6kt0ber
2023

BAPPLI
TBANG

Permintaan
Matrik Realisasi
rad sdgs

Permintaan
Data

Data
Sekretariat

6. 16
Oktober
2023
005/2527
/11/bape
nda/23

Setda

Permintaan Data

Permintaan
Data

Data
Sekretariat

7. 24
Oktober
2023

Bareskri
m Polri

Permintaan
Keterangan dan
Dokumen

Permintaan
Data

Data Tambang

8. 26
Oktober
2023
942/230/1
.1/adbara

Bapplitba
ng

Permintaan Data
Tepra

Permintaan
Data

Data
Sekretariat
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123

November

1. 13 Setda Permintaan Permintaan | Data
Novembe Informasi/data Data Tambang
r 2023 perusahaan yang
050/522/ telah
b.Ildpmp menanamkan
tsp/23 modalnya di

kalteng

2. 22 Inspektor Permintaan Permintaan | Data
Novemve | at Data/Dokumen Data Sekretariat
r 2023 Reviu RKA ta

2024

3. 30 Ditjen Permintaan Data | Permintaan | Data
Novembe | Minerba Pertambangan..... | Data Tambang
r 2023
B-
7160/mb.
07/dbt-
pl/23

4, 30 Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
Novembe Pejabat PPNS Data Sekretariat
r 2023
331.1/70
5/bid.1/P
olpp/23

5. 30 Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
Novembe Percepatan Data Sekretariat
r 2023 Penghapusan
050/1096 Kemiskinan
/bid.V/ba
ppedalith
ang

Desember

1. 21 Setda Permintaan Nama | Permintaan | Data
Desembe Program Naskah | Data Sekretariat
r 2023 PAD-PKS tingkat
300/1203 Prov.Kalteng Thn
.bid.4/Ke 2024
sbangpol/
VI1/23

2. 22 Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
Desembe Tepra Data Sekretariat
r 2023
941/281/1
.1/adbang
123

3. 22 Setda Permintaan Data | Permintaan | Data
Desembe ASN Penyandang | Data Sekretariat
r 2023 Disabilitas
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800/711/1
.1/bkd
D. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA
ALASANNYA
No | Tanggal | Nama Alamat/ | Pekerjaan | Informasi yang di | Tujuan Alasan
Pemohon No minta Permohon an | ditolak
Lengkap
1. |0 0 0 0 0 0 Dikecualikan
2. |0 0 0 0 0 0 Belum
dikuasai
3. 10 0 0 0 0 0 Tidak dalam
Penguasaan
4. |0 0 0 0 0 0 Otoritas
Instansi lain
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BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Data permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima dari Komisi
Informasi (K1) Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2023 :
Jumlah keberatan yang diterima oleh PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas tidak dikabulkannya atau tidak

terpenuhinya informasi tidak ada.

B. TANGGAPAN  ATAS KEBERATAN YANG DIBERIKAN DAN
PELAKSANAANNYA

Tanggapan terhadap keberatan telah dijawab sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak ada.

C. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

D. HASIL MEDIASI DAN/ATAU KEPUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI

Informasi dari jumlah keberatan masuk, diselesaikan melalui mediasi yang
dimediator oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah. Permohonan keberatan dimaksud
menemukan kata sepakat antara pemohon, termohon dan pihak mediator sehingga tidak

perlu dilanjutkan ke sidang ajudikasi di Majelis Komisioner (MK) KI tidak ada.

E. KESAKSIAN UNTUK MEMENUHI PROSES HUKUM
PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah selama tahun 2023 belum pernah diminta memberikan kesaksian

untuk penyelesaian sengketa informasi di pengadilan.
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BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Kendala pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pelaksana pada Dinas Energi
dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2023 adalah sebagai
berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengakses informasi melalui jaringan
internet.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengakses informasi yang telah

disediakan.
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BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Informasi pelayanan publik melalui PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Selama Tahun 2023 telah
dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor: 800/064/Bit.l/Diskominfo Tanggal 16 Januari 2023 Tentang
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 450/33/SET
Tanggal 24 November 2014 Perihal Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Dinas Pertambangan dan

Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pelaksana pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung

selama tahun 2023 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

a. Kurangnya computer, jaringan untuk mengakses informasi melalui jarimgan
internet.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik serta kurangnya kepedulian masyarakat
untuk mengakses informasi yang telah disediakan.

c. Kurangnya fasilitas untuk pelayanan.

Sehubungan dengan berbagai kendala yang telah disebutkan di atas maka disarankan sebagai
rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik PPID
Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai
berikut :

1.  Perlunya penambahan fasilitas jaringan untuk mengakses informasi melalui jaringan

internet.
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2.  Penyediaan aplikasi layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi,
penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil transaksi, serta laporan.
3. Peningkatan tata kelola penyimpanan/pengarsipan dokumen dan penyebarluasan

informasi publik, termasuk penyediaan akses infromasi secara digital.
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BAB VIl
KESIMPULAN & SARAN

A KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai
berikut :

1. Bahwa informasi pelayanan publik melalui PPID Pelaksana pada Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Selama Tahun 2023
telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/064/Bid.I/Diskominfo tentang
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 450/33/SET Tanggal 24 November 2014 Perihal Standar Pelayanan
Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik
pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

2.  Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat
maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi
masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan
negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan
pengelolaan dan pelayanan infromasi sebagai good governance.

3. Bahwa dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pelaksana pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung
selama tahun 2023 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

a. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mengakses informasi melalui jarimgan
internet.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik serta kurangnya kepedulian

masyarakat untuk mengakses informasi yang telah disediakan.
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B. SARAN

Sehubungan dengan berbagai kendala yang telah disebutkan di atas maka
disampaikan saran sebagai rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik PPID Pelaksana pada Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan fasilitas untuk mengakses informasi melalui jaringan

internet.

2. Penyediaan aplikasi layanan informasi public untuk transaksi permintaan
infromasi, penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil transaksi, serta

laporan.

3. Peningkatan tata kelola penyimpanan/pengarsipan dokumen dan penyebarluasan
informasi publik, termasuk penyediaan akses infromasi secara digital.
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PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3221716 emall : sekda@kalteng.go.id

Im

KEPUTUSAN SEEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAM
NOMOR : 800/064/Bid.1/Diskominfo

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTABI {PPID)
PELAKSBANA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH,

. Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi

publik pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah serta dalam rangka penyediaan informasi dan
dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang
berlaku, maka dipandang perlu adanya organisasi pengelola
layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada
;eﬁa%:;erangkai: Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan
‘engah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
. Nomor 4846);
) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 604 1);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 62);

10. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor

188.4/........ /2023 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

. PPID Pelaksana sebagairnana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:

a. Atasan PPID : Kepala Perangkat Daerah;
b. Tim Pertimbangan : Pejabat Eselon 11l pada Perangkat Daerah;
c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
1. Ketua : Sekretaris/Pejabat Eselon Il yang membidangi informasi
dan dokumentasi,
Sekretaris;
Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
Bidang Pelayanan Informasi;
Bidang Dokumentasi dan Arsip.

o

s Tim  Pertimnbangan sebagaimanna dimaksud calam Diktum KEDUA

huruf b mempunyai tugas :

1. Membahas dan memberikan pertimbangan atae jenis informasi yang
dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;

2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan
yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada
Perangkat Daerah.




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf ¢
mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasiken, melaksanakan, mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan
informasi publik di Perangkat Daerah;

2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan,
pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip.

3. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi

Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap
Informasi yang dikecualikan,

: Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan
kepada Tim Pertimbangan dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

: Biaya yang timbul akibat keputusen ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daersh DPA-SKPD pada masing-masing

Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2023.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAK,

‘P | fﬁﬁ'&ﬁ"ﬁ-%&hi’;éb}iiiiiﬁaﬁi&'oin'h'.;
5 Drs. H. NURYAKIN, M 8i ‘
| Pambing Ulama Madya |
L NIP. 196508101891031028 .

Terabusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);

2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengeh (Selaku PPID Utama);

4, Kepela Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengeh;

5, Seluruh Kepala Peranghkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi
Kelimantan Tengah di Palanglcs Raya;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui den dilaksanakan.

arEl Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik mengpunakan

Sertifikat Elektronik BSrE Badan Siber dan Sandl Negara




LAMPIRAN 1KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR  : 800/064/Bid.l/Diskominfo
TANGGAL : 16 Januari 2023

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

TIM 1
PERTIMBANGAN E
ol

ATASAN LANGSUNG
PPID PELAKSANA / Amnmpiny
KEPALA DINAS

1
i
i
i
L.

KETUA
PPID PELAKSANA

SEKRETARIS
PPID

Bidang ' Bidang Bidang
Pengelolaan Data dan Pelayanan Dokumentasi dan
Infor Informasl Arsip

-‘-----—lkﬂnﬂ-"-ﬂ

= PEJABAT FUNGSIONAL |

h“--ﬂﬂ“"'*ﬂ_-_--J

SEKRETARIS DAERAH,

Dew. K, NURYAKIN, M.SI
’ Pambing Unma Ma !
WP NP 188608101991021026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Eleltronik BSrE Badan Siber dan Sandi Negara




PPID Pelaksana :
a. Ketua

b. Sekretaris

c. Bidang-bidang Pendukung :

Sekretaris

| Kepala Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian

1) Bidang Pengelolaan Data | 1. Risma Manurung, S.Hut
dan Informaai 2. Sika Rimbon, S.Hut
2) Bidang Pelayanan 1. Hasan Bahtiar, 8.Hut
Informasi 2. Moch Arifin Setiawan, S.Hut
3. Mukhrim Abbas, 8.Hut
4. Hadriani, 8.Hut
3) Bidang Dokumentasi 1. Yoanitha, S.Hut,M.Si
dan Arsip 2. Junita Asi, A.Md
3. Adrio

33. DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

Pengarah /Atasan PPID

Kepala Dinas Energl dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Tim Pertimbangan

PPID Pelaksana :

a. Ketua Sekretaris

b. Sekretaris Sub Koordinator Penyusunan Program/

¢. Bidang-bidang Pendukung :

JET Perencana

1) Bidang Pengelolaan Data | 1. Seni, ST
dan Informasi 2. Aulia Azizah, A.Md
3. Dedy Yusef Lucmana, A.Md
4. Syahbandi
2) Bidang Pelayanan 1. Debbi, A.Md
Informasi 2. Rina Tifani, 8.AN
3, Kasriti Diah Lestari, ST
3) Bidang Dokumentasi 1. Endeh Kartika Susanti, ST
dan Arsip 2. Maradona, ST
3. Fella Rafilia, ST
4, Aditya Diadman, ST
5. Sutayo, ST

33. DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

Pengarah /Atasan PPID

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Provins! Kalimentan Tengah

Tim Pertimbangan

a. Kepala Bidang Industri

b. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri
¢. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri
d. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen
e. Kepala UPT. BPSMB




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221946, Fax. (0536) 3222984

VISI DAN MisSI

Visi PPID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah :

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel, cepat dan tepat waktu, biaya
ringan, dan cara sederhana guna memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi PPID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM layanan informasi publik.

2. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien dan mudah diakses.

3. Meningkatkan dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.

4. Meningkatkan jumlah kanal dan informasi publik di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

TUGAS FUNGSI

Tugas PPID Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah :
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
800/74/1.3/DESDM tanggal 1 Juli 2022 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah
sebagai berikut :

A. Pengarah

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai atasan
PPID Pelaksana bertugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta
menetapkan jenis informasi, SOP, Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Pengembangan
semua kegiatan, serta menandatangani Surat Jawaban Pemohon Informasi dan Surat
Jawaban Keberatan oleh Pemohon Informasi pada PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta bertanggung jawab kepada atasan PPID
Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Tim Pertimbangan
Tim Pertimbangan mempunyai tugas:

1. memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID
Pelaksana dan kepada PPID Pembantu dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah; dan

2. memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan
layanan informasi publik dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah.




C. PPID Pelaksana

PPID Pelaksana mempunyai tugas:

1. mengeluarkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan
informasi oleh pemohon informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja ditambah perpanjangan

waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh atasan
PPID Pelaksana;

2. jika permohonan informasi ditolak dan pemohon informasi mengajukan keberatan maka
PPID Pelaksana mempunyai tugas mengeluarkan surat jawaban secara tertulis jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja; dan

3. bertanggung jawab dalam membina, mengarahkan ke bidang-bidang PPID Pelaksana
dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.

D. Sekretaris PPID Pelaksana
Sekretaris PPID Pelaksana mempunyai tugas:

1. menyiapkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan informasi
oleh pemohon informasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja ditambah perpanjangan waktu 7
(tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh atasan PPID
Pembantu; dan

2. bersama PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam membina, mengarahkan ke bidang-
bidang PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik kepada
pemohon informasi.

E. Bidang Pelayanan Informasi

Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas.

1. menerima pemohon informasi dimeja informasi ruang kerija PPID Pelaksana pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

2. mencatat semua data administrasi pemohon informasi seperti: nama, alamat, subjek/jenis
informasi yang diminta dan cara penyampaian yang diinginkan,
3. memberikan tanda bukti seperti nomor tanda terima permohonan informasi sebagai bukti

bahwa pemohon tercatat telah melakukan permintaan informasi di PPID Pelaksana pada
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

4. memberikan penjelasan pada pemohon informasi atas maksud, tujuan dan jenis informasi
yang diminta; dan

5. meminta pada pemohon informasi melengkapi berkas permohonan yang belum lengkap.

F. Bidang Pengelolaan Informasi
Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas:
1. mengoordinasikan jenis informasi yang ditata oleh bidang pelayanan informasi pada 4
(empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah;




2. memproses surat jawaban permohonan informasi yang telah diperiksa oleh bidang
pelayanan informasi dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja ditambah perpanjangan
waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis;

3. memproses surat tanggapan atas surat pengajuan keberatan oleh pemohon informasi
dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja; dan

4. mempersiapkan dan membuat proses surat menyurat sebagai tanda pelayanan administrasi
lain yang menyangkut proses pelayanan permohonan informasi pada PPID Pelaksana
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

G. Bidang Dokumentasi dan Arsip

Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas mengagendakan/mendokumentasikan
seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi photo kegiatan pada pengajuan
permohonan informasi pada PPID Pelaksana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah.

H. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:

1. mempersiapkan bahan pembahasan dan mengoordinasikan dengan atasan PPID
Pelaksana terhadap berbagai sengketa informasi yang terkait dengan pelaksanaan
layanan informasi publik di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah; dan

2. mengoordinasikan dengan unit kerja terkait/mitra kerja menyangkut pengaduan dan
penyelesaian sengketa.




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS| (PPID)
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERG! PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 540 / 3 /SET

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) DANSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
"~ PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINS] KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG + @ Bahwa ralam rangka pelaksanaan pasal 7 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 14 Tahuer 2008 tentang Keterbukaaninformasi,
perlu  disusun  standar pelayanan  informasi  publikDinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengahdan
menetapkannya dalam Keputusan Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Tengah

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pecmerintahan
Maerah (Lembaran Negar= Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana elahdiubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kewerbukaaninformasi  Publik (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun2008 Nomor. 61, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomor 4848);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tzhun 2009 tentang PelayananPublik
(Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2009Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5053);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor152, Tambahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia
Nomor5071);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPembinaan
dan Pengawasan  Penyelenggaraan PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentangpelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentangKeterbukaan  Informasi  Publik (Lembaran  Negara
Republikindonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5149):
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor
PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Dalam Ncgeri:

10. Keputusan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraz: Pelay anan

Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

12. Peraturan Daerah ¥Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan
informasi Publik di Kalimantan Tengan,

13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
Tengah ivomor : 540/ 32 /SET Tentang Pembentukan Tim dan Pejabat Pengelola

Informasi (PPID) di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan
wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumantasi (PPID) Pembantu Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dalam ..enyediakan

informa<’ tertentu .nelalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi
Publit.

2. Tujuan:

« Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak pubiik
tcrhadap infcrmasi publix
« Memberikan standar bagi pejabat PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan

Energi Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pelayanan informasi
publik

+ Meningkatkan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pertambangan

dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghasilkan layanan Informasi
Publik yang berkualitas

D. PENGERTIAN UMUM

a. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima
oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka
pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun
terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

b. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang
dibuat dan/atau diterima oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
TengahProvinsi Kalimantan Tengah.

c. Informasi adalah keterangan, permyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan

11




/

format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seca:-
elzktronik ataupun non elektronik.
. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikinm.
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara
dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan
Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan I[nformasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.
Pengelolaan Dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan
pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi
nonpcmerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daeran,
sumbangan masyarakat, den/atau luar negeri.
g. Psjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan
bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID.
Atasan PPID addlah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang
bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
i. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tangah kepada masyarakat.
i. Meja Informasi adalah tempat pelayar~n inform2si publik serta berbagai sarana atau
fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan
perolehan informasi publik.
Daftar Irformasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis
tentang seluruh Informasi Publik yang berada di Pawah penguasaan Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah tidak termasuk informasi
yang dikecualikan.
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia
yz.3 mengaukan permchonan Intormasi ruplik sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomcr 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
m. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan
publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

I. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK =

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah

» Pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan/proporsional dan cara sederhana;

» Pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas; 3
Xewaijiban Badan Publik untuk memoenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi i

lll. ASAS PELAYANAN INFORMAS| PUBLIK

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.
2. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
3. Kondisional i
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi maupun penerima pelayanan dengan :
tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

VA
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Vi,

Kewajiban Badan Publik

1

10.

11.

12.
13.

14,

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik
yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah,

Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil
untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Pertimbangan tersebut antara lain memuat perlimbangan politik, ekonomi, sosial,
budaya, danfatau pertahanan dan keamanan negara.

Memberikan tangg-+pan atas keberatan yang diajukan olen Pemohon Intormasi Publik
yang mengajukan keberatan

Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jaw=" serta
wewenangnya

Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menetapkan perawran mengenai st2ndar prosedur operasional layanan Informasi Publik
sesuai dengan Peraturah Perundang-undangai.

Badan Publik dapat merhanfaatkan maupun menyediakan sarana dan prasarana layanan
informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor
Badan Publik, serta situs resmi bagi Bad=n Publik Negara (media elektronik dan non
elektronik)

Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh
Informasi Publik yang dikelola

Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik

Membuat dan mengumi'mka~ laporan tentcng ‘ayanan Informasi Publin sesuai dengan
Peraturan ini <erta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan iayanan Informasi Publik
pada instansinya

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian
Informasi Pubiin dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Badan Publik bisa menunjuk pcjabat fungsional dan/atau petugas informasi yang

membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai
deng=an kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PPID PEMBANTU
Tanggung Jawab PPID Pembatu

1.

2.

PPID Pembantu bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi
proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Infermasi Publik.
PPID Perbantu bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan
seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh
publik

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab tersebut, PPID Pembantu bertugas
mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap
unit/satuan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan yang
metiputi:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
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TUGAS DAN FUNGSI PPID PEMBANTU
Tugas :

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja.
Fungsi .
1. Pengeiola dan pelayanan informasi publik di satuan kerjanya

-2. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang di
peroleh di satuan kerjanya
3. Penyeleksian dan pengujian data dan/atau informasi publik yang termasuk dalam
kategori dikecualikan dari informasi yang di buka untuk publik yang ditetapkan olen
Pejabat yang berwenang
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi
6. Pelaksanaan koordiniesi dengan PPID Utama/Provinsi dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi publik
Sekretaris PPID Pembantu :
Tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan
mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan
informasi yang menjadi kefvenangan satuau kerja.

Fungsi : :
1. Pelaksanaan kordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tug=s bidang-bidang;

3. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka p2ngumplan informasi dan
dokumentasi

4. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi

5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik
melalui media cetak atau onling;,

6. Pelaksanaan koc:dinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi

Pelaksanaan monitoring, eva''asi dan pelaporan kegiatan pengelelazn ‘nformasi Jan
dokumentasi

7.

Bidang Pelayanan Informasi
Tugas :
Menyedic:an dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik
Fungsi : -
1. Pelaksanaan perencanaan program di bidang Pelayanan
2. Pelaksanaan pelayanan informasi

3. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi ;
4. Pengelolaan sistem informasi;

5. Penyediaan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;

Bidang Pengelolaan Informasi

Tugas :
Mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi klasifikasi informasi.
Fungsi :
1. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi
Informasi;
2. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik
3, Inventarisasi pengklasifikasian informasi,
4. Perumusan informasi yang dikecualikan
5. Perumusan informasi yang dikecualikan yang telah habis

jangka waktu
pengecualiannya;




5. Dalam rangka tanggung jawab pelaksanaan tanggung jawab tersebut, PPID Pembantu
bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap
unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar
Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan,

6. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, PPID Pembantu
mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman
dan/atau permohonan.

7. Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi Publik, PPID Pembantu
mengkoordinasikan:

a. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau
seluruh pemangku kepentingan; dan _

b. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah
dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh
penduduk setempat

8. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID Pembantu bertugas :

a. Mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik
dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi
permohonan Informasi Publik;

b. Melakukan pengujian tertang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatanan
Informasi Publik tertentu dikecualikan;

¢. Menyertakan alasan tertul;s pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas,
dalam hal permchonan Informasi Publik ditolak:

d. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta
alasannya; dan

e. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam
rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

Dalam hal terdapal keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID

bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses

berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan !~formasi Publik
ditolak.

Viewenang PPID Pembantu

a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan
pelayanan Informasi Publik:

b. Memutuskan suatu (rformasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan
pengujian tentang konsakuensi;

c. Menolak permohonan [aformasi Publik secara terfulis apabila Informasi Publik yang
dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta
pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan
keberatan atas penolakan tersebut; dan

d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah weweniang dan
koordinasinya untuk membuat, memelihara, danfatau memutakhirkan Daftar
Informaci Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (saw) kali dalam sebulan
dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

/Il. KEDUDUKAN PPID PEMBANTU

PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
berkedudukan di JI. Cilik Riwut Km 3,5 Palangkaraya. PPID Pembantu Dinas Pertambangan
dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. PPID bertanggung jawab kepada

atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Dalam hal
tugas dan tanggung jawab pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh PPID Pembantu
Dinas Pertanmibangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.
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D. PELAYANAN INFORMASI

1.

Mekanisme Pelayanan Informasi

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna

informasi publik, PPID Pembantu melalui desk layanan informasi publik, memberikan

fayanan fangsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik.

a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi
dikategorikan wajib tersedia setiap saat.

Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik

yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dan media cetek yang
tersedia.

Proses Penyelesaian

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan
setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

publik yang
b.

X. PENGECUALIAN INFORMASI

Xl

1.

Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang,
kepatutan dan kepentingan umura didasarkan pada nengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu),. informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah
dipcrtimbangkan dengan seksama banwa menutup informasi publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Tengah wajib melakukan pengujian terh2dap ko-sekuensi
sebagaimana yang di maksud di dalam UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 17 dengan
seksama dan penuh keteliian sebelum menyatakan informasi publik tertentu
dikecualikan untuk di akses setiap orang.

Pengkiasifikasian informasi yang dikecualikan. ditetapkan datam bentuk surat penetapar.
klasifikasi yang memuat :

Jenis kiacifikasi yang dikecualikan;

Identitas pejabat PPID yang meietapkan:

Badan Pubiik, termasuk unit ketrja pejabat yang menetapkan;

Jangka waktu pengecualian,

Alasan pengecualian;

. Tempat dan tanggal panetapan.

PPID Pembantu Dinas Perfambangar dan Eneigi Provinsi Kalimantan Tengah
melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 UU KIP sebelum
menetapkan suatu informasi sebagai informasi publik:~

Penguijian konsekuensi wajib mencantumkan ketentuan ketentuan Undang-Undang yang
yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

Alasan tersebut wajib disertakan secara tertulis dalam surat pemberitahuan tertulis.
PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dapat
menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dinecualikan dalam salinan
dokumen informasi publik yang aokan diberikan pada publik.

Dalam hal adanya pengecualian atas sebagian informasi dalam salinan informasi publik,
tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran untuk mengecualikan akses publik
terhadap keseluruhan salinan informasi publik.

Dalam hal penghitaman atau pengaburan terhadap informasi, PPID wajib memberikan
alasan dan materinya pada inasing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

Y-S

-

PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dalam hal menyusun Daftar informasi Publik (DIP). PPID Pembantu Dinas Pertambangan
dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah wajib melalui 4 tahapan, yakni :
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i, Daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat;
j. Daftar informasi yang dikecualikan

B. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI
Dalam proses pengklasifikasian, informasi di bagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi
yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.
1. Informasi yang bersifat publik

a. Daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

b. Daftar informasi yang wajib disediakan dan diumukan secara serta merta
¢. Daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat
2. Informasi yang dikecualikan

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu dipechatikan hal-hal sebagai
berikut :

a. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana yang di atur dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pasal 17.

b. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang

dikecualikan, yaitu :

1) Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan harus
benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan
obyektivitas. .

2; Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi
tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.

3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan
ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.

c. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm
test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila
informasi tersebut di buka.

d. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat di buka atau di tutup secara obyektif,
maka digunakan metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test),
dilengkap: dengan uji kepentingan publik (balar=ing public interest test) ,ang
mendasari penentuan informasi harus di tutup sesuai dengan kepentingan publik.

e. Pengklasifikasian akses informasi harus aisertal pertimbangan tertulis tentang

implikasi informasi dan sisi nolitik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
keamanan.

C. PENDOKUMEMTASIAN INFORMASI

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan
dan/atau keterangan yang di buat dan/atau diterima oleh Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah guna membantu PPID Pembantu dalam melayani
permintaan informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata
Sersuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi, meliputi :
1. Deskripsi Informasi :
Pihak PPID Pembantu membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.
2. Verifikasi Informasi :
Setiap informasi di verifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.
3. Otentikasi Informasi
Ditakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi dari setiap
Satuan Kerja.
4. Kodefikasi Informasi :

a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan maka dilakukan
kodefikasi.
b. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing Satuan kerja.
5. Penataan dan Penyimpanan Informasi




6. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi
permohonan informasi

Bidang Dokumentasi dan Arsip
Tugas

Menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik
Fungsi _ :

1. Penyimpanan informasi publik

2. Pendataan informasi publik

3. Pendokumentasian informasi publik

4. Pemeliharaan informasi dan dokumen Publik

5. Pemilahan dan pengkiasifikasian dokumen

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
Tugas :

Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik
Fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian sengketa Informasi;

2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa
informasi;

3. Pelaksanaan veriﬂl.qasi. laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa
informasi; .
4. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengheta informasi

- MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN
PELAYANAN INFORMASI

A. PENGUMPULAN INFORMASI

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh PPID Pembantu dalam kegiatan
pengumpuian informasi adalah : ,

1. Pengumpulan informasi merupakan axtivitas penghimpunan kegiatan yang telah
sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.

2. Informasi yang dikumprulkan adalah inforasi yang, berkualitas dan refevan dengan
tugas, pokok dan fungsi.

3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis
maupun dinamis.

4. Pejabat sebagaimana yang dimaksud merupakan pejabat yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaar tugas, pokok da. fungsi di Satuan kerjanya sedangkan arsip
statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait'dengan pelaksanaan tugas, pokok
dan fungsi Satuan Kerja bersangkutan. -

€. Penyediaan informasi dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut :

a. Mengenali tugas, pokok dan fungsi Satuan Kerjanya;
b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan Kerjanya;
¢. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
d. Membuat deftar jenis-ienis infcrmasi dan dokumen.
6.

Komponen utama yang periu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi
dan dokumentasi, meliputi :

Organisasi/Kelembagaan;

Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait:

Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);
Program dan Kegiatan;

Anggaran dan dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program
dan kegiatan;

Sarana dan prasarana serta Sistem Informasi (IT);

Dattar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 2
Daftar informasi yang waijib disediakan dan diumukan secara serta merta: ]
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berkoordinasi dengan PPID Utamal/Provinsi maupun Tim Asistensitenaga ahli untuk
melakukan pendampingan hukum dalam proses penyelesaian sengketa informasi

16. PEMANFAATAN INFORMASI

Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dan tidak untuk digunakan dalam perbuatan melawan
hukum. '

17. SANKSI

Penanggung jawab dan petugas informasi dan dokumentasi yang dengan sengaja
membuat informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menghalangi pelaksanaan
Keputusan ini dijatuhi sanksi administratif.

YA LAPORAN PN AHAN REQRIMMEN PARMK
A. RINCIAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sefiap tahun PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalima
:I'engah [neml?uat dan menyediakan laporan layanan informasi pgublik. Laporan Iayanrtzg
informasi publik sebagaimana yang di maksudkan, terdiri dari :

a. Gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Pubilik;

b. Gambaran umum'pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara iain:

~~

1) Sarana dan .prasarana pelayanan Informasi Publik yana dimiliki beserta
kondisinya

2) Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Pullik beserta
kualifikasinya

3) Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;

Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang meliputi
1) Jumiah permohonan Informasi Publik

2) Waktu yang diperiukan dalam. memenuhi setiap perinohonan Informas: Publik
dengan kiasifikasi tertentu

3) Jumiah permohonan Informasi Publik yang dinabulkan baik sebagian atau
seluruhnya, dan

4) Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;

Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

1) Jumlah keberatan yang diterima;

2) Tanggapan atas keberatari yang dibesikan dan pelaksanaannya oleh badan
publik

3) Jumiah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang
berwenang ’

4) Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudiasi Komisi Informasi yang berwenang
dan pelaksanaanya oleh badan publik

5) Jumiah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan

6) Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;

Kendala eksternal da. intemai dalam pelaksanaan layanan informasi publik;

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan
informasi.

B. PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN
1. Ketua PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

membuat Laporan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan hasil laporan masing-
masing Bidang di dalam PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Kalimantan Tengah untuk disampaikan kepada Atasan PPID, paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir,

2. Atasan PPID memeriksa Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah :




H

Publik dan Pengurus, Keterangan Domisili dari Instansi terkait serta berkas legalitas
lainnya.

e. Persyaratan keberatan wajib dipenuhi oleh pemohon informasi publik sebelum akses
informasi publik diberikan oleh PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Tengah guna meminimalisir penyalahgunaan salinan informasi

publik dan sebagai bentuk pertanggung-jawaban pemohon informasi terhadap akses
informasi publik.

f. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan
g. Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Petugas Informasi
membantu pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang
menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan memberikan nomor
registrasi pengajuan keberatan serta menginformasikan tata cara penyampaian
keberatan yakni secara tertulis beserta persyaratan yang wajib untuk dipenuhi.
Petugas Informasi memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon
informasi publik yang mengajukan kebertan atau kuasanya sebagai tanda terima
pengajuan keberatan;

Petugas Informasi mencatat seluruh pengajuan keberatan dalam buku register
keberatan,;
j- PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah juga

menyediakan forma! formulir keberatan melalui alzt komunikasi elektronik (website,
email)
-

14. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN

a. Tanggapan atas keberatan disampaikan oleh Atasan PPID Pembantu Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk keputusan
tertu”s kepada pemohon informasi publik atau pihak yang menerima kuasa.

b. Tanggapan atas keberatan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.

¢. Apabila pemohon informasi publik yang mengajukan keheratan atau pihak yong
mer=arima kuasa tidak puas dengan keputusan Atasan PPID berhak mengajukan
permohonan penye'esaian sengketa informasi publik kepada Komisi |.sformasi.

d. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi
Informasi disjukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
keputusan Atasan PPID Penibantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Kalimantan Tengah .

e. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon
informasi publik secara tertulis :

« PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau
pengguna informasi :

e Atasan PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
Tengah mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan anggota PPID
Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan di terima PPID Pembantu
Dinas Pertambangan aan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

* Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat

* Hasil keputusan rapat didokumentasikan dengan baik

15. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

a. PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
menylapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi

b. PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada atasan PPID

c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN dan MA, maka
PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
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10 KOMPETENS! PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi
publik kepada pemohon/pengguna informasi publik di bantu oleh Pejabat Fungsional
Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas dan Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk
‘ayanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengetahuan
mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan

publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam
melaksanakan tugas pelayanan informasi.

11, LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMAS! PUBLIK

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui
pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan irformasi publik. Petugas
pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hacil pelaksanaan tugas
pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang
Pelayanan Informasi membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan
informasi publik untuk disampaikan kepada Ketua PPID Pembantu.

Selanjutnya PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
Tengah setiap bulan melaporkan kepada PPID Provinsi sebagai PPID Utama. Laporan
tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah aipenuhi,
tindak lanjut dari permintzan yang belum dipenuhi, penolakan nermintaan informasi
publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu yang diperiukan dalam memenuhi

setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam
peraturan perundang-undangan.

12. KECERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK
Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis dalam hal
ditemukannya alasan sebagai berikut .
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasakan alasan pengecuanan melalui uji
.onsekuensi;
Tidak disediakannya informasi yang waiib disediakan dan diumumkan secara berkala
Tidak ditanggapiny= permintaan informasi,
Permintaan informasi ditangJapi tidak <ebagaimana yan. di minta;
Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
Pengenaan blaya yang tidak wajar, dan/atau

Penyampaian informasi yang melebihi waktu sebagaimana yang di atur oleh Undang-
Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

13. PRCSEDUR KEBERATAN

o -0 a0 c

Keberatan dapat di tempuh oleh pemohon informasi publik dengan tata cara sebagai

berikut :

a. Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Pembantu Dinas
Petambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah melalui PPID Pembantu
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah |

b. Pengajuan keberatan dapat dilakukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukannya alasan keberatan.

c. Bagi Keberatan yang disampaikan tidak tertulis, Petugas Informasi menyampaikan
kepada Pemohon Informasi untuk membuat Surat Keberatan. Keberatan pemohon
hanya ditanggapi selama sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PPID
Pembantu.

d. Persyaratan keberatan sebagaimana teiah di atur oleh Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah dalam tata cara keberatan, bagi perorangan.
pemohion informasi wajib melampirkan foto copy KTP sedangkan bagi
Organisasi/Badan Hukum/Badan Publik wajib metampirkan foto copy KTP Pengurus,
Akta Motaris, AD/ART, Struktur Organisasi/Badan Hukum/Badan Publik, Surat
Keterangan Terdaftar dari Instansi terkait, NPWP Organisasi/Badan Hukum/Badan




5 PEMBERITAHUAN TERTULIS ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

a

PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas setiap

permohonan informasi publik.

Pemberitahuan tertulis memuat :

a) Apakah Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau
tidak; -

b) Memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta
dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;

c) Menerima atau menolak permechonan Informasi Publik berikut alasannya;

d) Bentuk Informasi Publik yang tersedia;

e) Biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang dimohon;

f)  Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon;

g) Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan;

h) Penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon bila ada; dan

i) Penjelasan apabila informasi belum dapat diberikan karena belum dikuasai atau
belum didokumentasikan.

Pemberitahuan tertulis dapat dilakukan pada saat permohonan maupun tidak sesuai

dengan jangka waktu yang di atur yakni paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak

permohonan di tegima.

Dalam hal PPID Pembantu Dinas Perlambangan dan Energi Provinsi kalimantan

Tengah belum menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang di mohon

dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang di mohon termasuk

informasi publik yang dikecualikan maka PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan

Energi Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberitahukan perpanjangan waktu

pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

Perpanjangan sebagaimana di maksudkan di atas, dilakukan selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pempberitahuan tertulis dan tidak dapat di

perpanjang lagi.

Dalam hai informasi publik yang dimohonkzn, diputuskan untuk diberikan baik

sebagian atau seluruhnya berupa dokumen bervolume besar yang membutuhkan

waktu melebihi jangka waktis yang di atur dalam peraturai. mengei.a: Keterbukaan

Informasi Publik maka pihak PPID Pembantu Dinas Pertambsangan dan Erergi

Provinsi Kalimantan Tengah memberitahukan kepada pihak pemohon di dalam
pemberitahuan tertulis untuk dicapai kesepakatan.

6. PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN

Proses penyelesaiarn untuk memenuhi perminiaan pemohon informasi publik
ditakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan,; ’

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di
terimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) akan
menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di
bawah penguasaannya atau tidak serta PPID dapat memperpanjang wakiu paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja;

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon
informasi publik dapat di lakukan secara langsung, melalui email, fax atau pun jasa
pos;

Jika permohonan informasi di terima maka dalam surat pemberitahuan juga
dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk
soft copy atau hard copy/data tertulis serta beban biaya apabila dibutuhkan untuk
keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi di tolak maka
dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.
PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah yang
akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut
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« PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan di tolak
¢ PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan anggota PPID Pembantu Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 3 (tiga) hari

kerja setelah surat permohonan di terima PPID Pembantu Dinas Pertambangan
dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

+ Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat

« Hasil keputusan rapat didokumentasikan aengan baik

7 PROSEDUR PENYELESAIAN PERMCHONAN
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara
gratis (tidak di punggut biaya). Dalam hal pemohon bermaksud melit:a! dan mengetahui
informasi publik maka PPID memberikan akses bagi pemohon untuk melihat informasi
publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa
informasi publik yang di mohonkan. PPID Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Kalimantan Tengah tidak menyediakan layanan penyalinan berupa penggandaan atau
perekaman informasi publik sehingga apabila pemohon informasi publik bermaksud
meminta salinan informasi publik maka salinan informasi publik terupa penggandaan
atau perekaman dapat dilgkukan di sekitar lokasi Dinas Pertambangan dan Energ!
Provinsi Kalimantan Tengah oleh pcmohon informasi publik dengan uidampingi oleh
petugas informasi Dinas Perftambangan dan Energi Provinsi Kalimarian Tengah . Dalain
hal biaya yang dikenakan untuk penggandaan atau perekaman (hard copy atau soft
copy); Pemohon Informasi tunduk sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh pihak
penyedia jasa layanan penggandaan atau perekaman. Pihak PPID Pembantu hanya

berkewajiban untuk menginformasikan perkiraan biaya salinan atau perekaman kepada
pihak pemohon informasi.

8. TATA CARA PEMBAYARAN SALINAN INFORMASI PUSLIK

Pembayaran biaya salinan informasi pub'ik dilakukan secara langsung di Dinas
Pertainbangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah kepada penyedia jasa layanan
penggandaan atau pereksman dengan disaksikzn oleh Petugas Ir./armasi F~10 Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. Tanda bukti penerimaan
pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci diserahkan oleh penyedia
issa layanan penggandaan atau perekaman langsung kepada pemohon maupun
Petugas Informasi berupa copy serta didokumentasikan.

3. PENYERAHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK -
Penyerahan salinan dan pemberian informasi dilakukan sélambat-lambatnya 2 (dua) hari
kerja setelah Pemohon membayar biaya kepada pihak penyedia jasa layanan
penggandaan atau perekaman. PPID Pembantu Dings Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Tengah setelah berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa layanan

penggandaan atau perekaman dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dalam hal
informasi yang hendak disalin:
* Bervolume besar, atau

¢ Sedang dalam proses pembuatan

Perpanjangan waktu tersebut tidak dapat lebih dari 5 (lima) hari kerja dan diberitahukan
kepada pemohon informasi publik dengan mempertimbangkan sesuai waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuatan informasi yang dimohonkan. Apabila
temyata biaya penyalinan lebih murah dari yang diperkirakan, selisih biaya dikembalikan
ke Pemohon. Salinan dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada pemohon
informasi publik waijib di legalisir (di stempel dan di tandatangani) oleh Petugas Informasi

sabelum diserahkan kepada pemchon informasi publik guna meminimalisir
penyalahgunaan dokumen Badan Publik oleh pemohon.
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9)
h)

i
k)

Petugas Informasi menyampaikan kepada Pemohon Informasi untuk membuat
Surat Permohonan Permohonan pihak pemohon hanya ditanggapi selama sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan oleh PPID Pembantu.

Persyaratan permohonan informasi publik sebagaimana telah di atur oleh Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dalam tata cara
permoho.ian publik, bagi perorangan, pemohon informasi wajib melampirkan foto
copy KTP sedangkan bagi Organisasi/Badan Hukum/Badan Publik waijib
melampirkan foto copy KTP Pengurus, Akta Notaris, Struktur Organisasi/Badan
Hukum/Badan Publik, Surat Keterangan Terdaftar dari Instansi terkait, NPWP
Organisasi/Badan Hukum/Badan Publik dan Pengurus, Keterangan Domisili dari
Instansi terkait serta berkas legalitas lainnya.

Persyaratan permohonan informasi publik waiib dipenuhi oleh pemohon informasi.
publik sebelum akses informasi publik diberikan oleh PPID Pembantu Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah guna mem:inimalisir
penyalahgunaan salinan informasi publik dan sebagai bentuk pertanygung-
Jawaban pemohon informasi terhadap akses informasi publik

Dalam hal permohonan informasi publik dilakukan secara tertulis maka pemohon
mengisi formulir permohonan

Pemohon dalam memperoleh salinan informasi publik diwajibkan membayar
biaya salinan dan/atau pengiriman informasi sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan pihat penyedia informasi.

Dalam hal permohonan informasi dis;ukan secara tidak tertulis, Pewgas
Informasi memastikan permohonan informasi publik tercatat dalam formulir
permohonan.

Petugas Informasi mengkoordinasikan pencatatan seluruh permohonan informasi
publik dalam buku registar permohonan

Petugas Informasi memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor
pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik diserahkan
kepada Pemohon Informasi Publik.

Petugas Informasi memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saat
permohonan di terima apabila permohonan informasi publik dilakukar melalui

surat elektronik/email atau pemohon/crang yang dikuasakan oleh pemohon
datang langsung.

m) PPID mengirimkan nomor pendaftaran kepadz pemohon informasi publik

n)
o)

P)

Q)
N

bersamaan dengan pengiriman surat pemberitahuan informasi publik apabila
pernohonan informasi publik dilakukan melalui surat jasa pos/kurir, faksimili,
telepon, atau cara lainnya yang tidak memungkinkan PPID Pembaniu untuk
memberikan nomor pendaftaran secara langsung.

Petugas Informasi menyimpan salinan formulir permohonan yang telal: diberikan
nomor pendaftaran sebagal tanda bukti permohonan informasi publik.

Dalam hal pemohon informasi publik datang secara langsung dan bermaksud
untuk melihat, mengetahui informasi publik serta meminta salinan informasi
publik maka PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Xalimantan Tengah mengkoordinasikan dan memastikan memberikan akses bagi
pemohon untus melihat informasi publik yang dibutuhkan dJdi tempat yang
memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang di
mohonkan.

PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
memberikan alasan tertulis apabila permohonan informasi publik di tolak (dalam
hal hasil uji konsekuensi berupa penolakan dan/atau penghitaman/pengaburan
informasi yang di atur dalam tata cara pengecualian informasi publik sesuai
peraturan mengenal Keterbukaan Informasi Publik terhadap sebagian atau
keseluruhan informasi publik yang dipermohonkan)

Petugas Informasi memberikan informasi mengenai tata cara mangajukan
keberatan beserta formulimya bila dikehendaki oleh pemohon.

Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada
Pengguna Informasi Publik.
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Ada pun Standar Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Untuk melaksanakan pelayanan informasi periu didukung oleh Front Office dan Back
Office yang baik :
a. Front Office melipiti :
» Desk Layanan Langsung
» Desk Layanan Via Media
b. Back Office meliputi :
« Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
s Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
e Ridang Penyelesaian Sengketa Informasi

MEJA/DESK INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna
informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan
informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain
menggunakan telepon,faksimile,sms, email dan website.

WAKTU PELAYAN.:\N INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemonhon informasi, PPID menetapkan
waktu pemberian ‘Pelayanan Informasi Publik. Di Dinas Pertambangan dan Energi

Provingi Kalimantan Tengah , penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan
pada hari kerja Senin sampai dengan Jjumat.

Senin — Kamis : 09 00 - 15.00°VIB
Istirahat 1 12.00 - 13.00 WIB
Jumat :09.00 - 14.00 WiB
Istirahat :11.00 - 13.00 WIB

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Peneiapan Standar Pelayanan Informasi Publik dari Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui 2 cara, yakni :

1. Secara Aktif Pengumuman
Datam hal pelayanan informasi melalui pengumuman, pihak Dinas Pertamuangan
dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan bebe: apa hal sebagai berikut :
a) Informasi publik yang waljib disediakan dan diumumkan adalah informasi publik
" yang disediakan dan diumumkan secara berkala maupun informasi publik yang
disediakan secara serta rnerta. -
b) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan melalui papan
pengumuman, brost'r, media cetak dan website.
2 Secara Pasif/Permohonan
Dalam hal pelayanan infcrmasi melalui permohonan, pihak Dinac Pertamuangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan beberapa hal sebagai berikut :
a) Informasi publik dapat di peroleh baik secara langsung datang melalui PPID
Pembanuw di desk layanan informasi maupun secara tidak langsung yakni melalui
te.@pon, surat, email dan faksimile.

b) Permohonan informasi publik dapat diajukan baik secara tertulis atau tidak
tertulis.

c) Permohonan yang disampaikan secara lisan atau tidak tertulis, baik datang
langsung maupun melalui media telepon, hanya melayani informasi yang sifatnya
umum dan dikuasai oleh petugas informasi.

d) Bagl permohonan yang disampaikan tidak tertulis dan materi permohonan tidak
dikuasai oleh Petugas Informasi, materi permohonan tidak terdapat di dalam
Daftar Informasi Publik dan/atau materi permohonan terdapat di dalam Daftar
informasi Publik namun perlu lebih lanjut untuk dilakukan uji konsekuensi, maka




1. Tahap Peng~ategonan Informasi

Tahap ini bertujuan mengumpulkan informasi-informasi yang dikuasai oleh Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah . PPID Pembantu melaksanakan
pengumpulan informasi yang dikuasai dengan mengisi Form Daftar Informasi yang
Dikuasai yang dikoordinasikan dengan PPID Utama/Provinsi untuk didesiminasikan
guna menghasilkan Daftar Informasi yang Dikuasai.

2. Tahap Pengkategorian Informasi

Tahap ini bertujuan membagi informasi-informasi yang dikuasai dalam kelompok-
kelompok sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu injormasi berkala,
serta merta, setiap saat maupun informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang
dikecualikan. PPID Pembantu melaksanakan klasifikasi informasi dengan mengisi Form
Daftar Informasi Publik yang mengacu pada ketentuan kategorisasi informasi menurut
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 yang dikoordinasikan dengan PPID
Utama/Provinsi untuk didesiminasikan serta ditetapkan sebagai bagian materi Daftar
Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
Tengah .

3. Tahap Pengecualian Informasi
Tahap ini melakukan pengujian terhadap informasi yang dikategorikan sebagai informasi
yang dikecualikan. Tahapan ini melalui 2 pendekatan, yakni :
a. Pendekatan Aktif |

Pengecualian informasi dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kalimantan Tengah terhadap informasi yang di anggap sebagai
informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan oleh Badan Publik.
PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
melakukan pengecualian dengan me'akukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar
nformasi yang Dikecualikan pada Form Daftar Informasi Publik. Uji Konsekuensi
dilakukan dengan pertimbangan pasal 17 UU KIP melalui panduan Form Uji

Konsekuensi. Tahapan ini menghasilkan Usulan Datar informasi yang
Dikecualikan.

b. Pendekatan Pasif

Pengecualian informasi dilakukan oleh Pembantu terhadap informasi yang berasal
dari permohonan informasi. Tahapan Uji Konsekuensi juga mengg':nakan panduan
Form. Uji Konsekuensi yang didasarkan pada pertimbangan pasal 17 UU KIP.
Dalam hal pendekatan pasif, pihak PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Tengah juga berkosultasi dengan pihak PPID Utama/Provinsi

maupun para pihak yang di anggap kompeten/ahli/Tim Asistensi oleh pinak PPID
Pambantu

4. Tahap Konsultasi dan Pengesahan

Tahap int merupakan finalisasi proses penyusunan-Daftar Informasi Publik (DIP). Dalam
tahapan ini, diperiukan kosuitasi dengan pihak PPID Utama/Provinsi maupun para pihak
yang di anggap kompeten/ahliTim Asistensi oleh pihak PPID Pembantu. PPID
Pembantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengai
mengkonsultasikan Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan Daftar Informasi
yang bersifat Terbuka yang telah dihasilkan melalui tahapan pengkategorian informasi
dar: tzhapan pengecualian informasi. Konsultasi diperiukan guna menghasilkan Daftar
Informasi Publik (DIP) yang termasuk didalamnya termuat Daftar Informasi yang

Dikecualikan untuk disahkan oleh Atasan PPID Pembantu Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi %alimantan Tengah .

Xil. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya
harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai

ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan waljib ditaati oleh pemberi dan
penerima pelayanan informasi.




: Apabila ada koreksi. dikembalikan kepada Ketua PPID Pembantu Dinas
Pertambanaa- dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah untuk diperbaiki;

t. Apabila ldak ada koreksi, disahkan dan disampaikan kepada PPID
Utama/Provinsi Kalimantan Tengah dengan tembusan Komisi informasi Provinsi

Kalimantan Tengah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kefja setelah tahun =
anggaran berakhir. Lok

XIV.PENUTUP
Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan 3
Informas: Publik ini terbuka untuk disempurnakan dan dikembangkan sesuai dengan 4
kebutuhan,

Ditetapkan di : Palangka Raya
PadaTanggal: 24 November 2014

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI l
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH '

3 AHRIL TARIGAN,M.AP
pidina Utama Muda
719660503 199303 1 007




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan Cilik Riwut Km.3,5 , Palangka Raya , Kalimantan Tengah 73112
Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984
Laman htips://desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 050/25 /1.1/2024/DESDM

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi
Puiblik (DIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas
dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan
Daftar Informasi Puiblik (DIP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 19
Tahun 2016;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi

Publik:

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Informasi.

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas ESDM Provinsi Kalimantan
Tengah;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

PERTAMA . Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Informasi publik vang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas informasi yang wajib
diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta
dan Informasi yang disediakan setiap saat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 4 Maret 2024

KEPALA DINAS,

VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19721213 200003 1 005

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistika Provinsi Kalimantan Tengah

di Palangka Raya.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JI. Cilik Riwut Km. 3,5 , Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telp. (0536) 3221946 (Fax) Fax. (0536) 3222984
Laman https://desdm.kalteng.go.id , Pos el desdm@kalteng.go.id

No: /PPID/DESDM/2024

FORMULIR
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertandatangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi

Nama Pemohon Informasi e e e e e e e e e e e e e
Nomor KTP (sesuai KTP) D e S R R TR AR e L R B
Alamat Pemohon Informasi T ——
Nomor Telepon e e AN W AR S AT SRS ARSI
Email e e e e e e e e s
ennast Vent IBUIBRAN.  consinii snttsisSnibnsin e At et vae ot A AL L s T
Alasan Permintaan e,
Nama Pengguna INfOrMAasi  © ......o..c..coocovriveoisosooeeoeeoeeoe oo
Nomor KTP (sesuai KTP) R T D ——
Alamat Pengguna Informasi RS PSP S——
Nomor Telepon e e e e e s e et
Email Emmtse kb LA R B 55 B R D B DS SR €
Alasan Pengguna Informasi D NN A S B Y SRR SRS SR SRS §
Cara Memperoleh Informasi ~ : 1. Langsung. 2. Website. 3. Email 4. Fax. 5. Via Pos.
Format Bahan Informasi . 1. Tercetak 2. Terekam;

Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung; 2.ViaPos; 3. Email,

Data Dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang
yang berlaku.
Palangka Raya ..................... 2024
Pemohon Informasi

Materai.
6000

Nama Jelas & Tanda Tangan

Catatan :
1) UU No. 14 Tahun 2008
Pasal51 :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hokum dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2) UU No. 14 Tahun 2008

Pasal54 :

(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g,huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana
penjara paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang
dikecualikan lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyakRp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang
dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf ¢ Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan
pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JI. Cilik Riwut Km. 3,5 , Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telp. (0536) 3221946 (Fax) Fax. (0536) 3222984
Laman https://desdm.kalteng.qgo.id , Pos el desdm@kalteng.go.id

No: /PPID/DESDM/2024

TANDA BUKTI
PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK

TelahTerima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Berupa Informasi PP UPP PRI

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam
Nama Pemohon INnfOrMmasi § v aeiimivssssvssisssrssessie s vnssississise

Alamat b o S R R D e S S B
Palangka Raya.......................
Pemohon Informasi
Materai
Rp. 6000
Nama Jelas

Catatan :
1) UU No. 14 Tahun 2008

)

Pasal51 :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hokum dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyakRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

UU No. 14 Tahun 2008
Pasal54 :

(1) Sebagaimana diaturd alampasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g,buruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana
penjara paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang

dikecualikan lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang
dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf ¢ Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan

pidana denda paling banyakRp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JI. Cilik Riwut Km. 3,5 , Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telp. (0536) 3221946 (Fax) Fax. (0536) 3222984
Laman https://desdm. kalteng.go.id , Pos el desdm@kalteng.go.id

No: /PPID/DESDM/2024

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Berupa Informasi B s e P S R ST

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam
Nama Pemohon INTOMNEE] & s e drem s i vy ey sy Wies seiss v aayae

Alamat L i s R B B e B S S0 S
Waktu B e s AT ATiT] | - F——
Palangka Raya....................... 2024
Pemohon Informasi
Materai
1 Rp. 6000
Nama Jelas
Catatan :
1) UU No. 14 Tahun 2008
Pasal51 :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hokum dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyakRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) UU No. 14 Tahun 2008

Pasal54 :

(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruff, hurufg,huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana
penjara paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang
dikecualikan lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang
dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf ¢ Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan
pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).




i “ a ” u e2/jo ww TN / he /99|
! ! " | T _

| Fﬂso& wnid| -
| viv(d = - Wil I\E 41 h
| e e (e S R 6 4741
d _ m M gyl ¢z| |
| | | AT - | - Aweg o5 4 g
_ | ,ﬁ |
| | | | | $T bwarw J1 /357206

.W " | w | ¢ T
H | | J_ H Emvt pco:_\l__m - |
| | M | vded] - - | Wld w5 -8 T
,. _ _ , , | _ {
| i m | H A2 /<z VM /o%)
| ‘ w | . | _ m ez| |
_ " i | | QU)LY | -zl |
. ! 4 ! ]

|

MIME0d ISYVIWHOANT NVV INTIWYFd ¥31S19348

¥862ZZ¢ (9650) ¥ed ' 9¥61.2Z¢ (9€50) dial
ZL1gL ehey xbueied S'g Wy INMIy YD uejer

TVHININ VAVA ¥39WNNS NYa I19¥3N3 SYNIA
HYONIL NVLINVINITVYA ISNIAOYd HY.INIY3N3d




| || | T
| | m i .
| | | i |
“ [

] _ . o | | - L VECVIE HeS|

” w A L ¢z

| J_. bvoguoy s
| 1 [ G L TIETAEAVA
| | ” | ddvql/u/ She/eS0
_ | ct| |

k) B 3
| | v3ec] - | by Wi |-t ﬁ
! m ! | |
| | | #9/%h0 /19 |65
L | | W et |

| i | 20504

ZiLeL ehey exybuejed §'g wy Inmiy i) uejer

TVH3NIN VAVYA J439WNS NVa 198N SVYNIA
HVYON3IL NVLINVAITYY ISNIAOYd HV.INIY3IWN3d

r/\




| ] T ]
I | _ |
| , | ]
- N I T TR IS A N TR R N
_ 1§ i ! “[ _ _
“ | | | | - | m |
m | | | _ﬂ _ telbep/ il /SL MN 2
| | | | ” ¢
A _ | widy | T 0uo)liL) b =4 ,
| | M el - - [ 913 g 52 G
| | i { _ “ ,
| | | | | | q _
~ | | M Jiniz vdt JE5/ @
| _ _ 1
__ i | |
M |
- 1SELLIO U] s L
e eARig rﬂbaEbn_ urnyer

¥86zzze (9850)ed ‘ ops1zze (9650) dialL
Zi1g/ ehey exbueed e wiy Inmiy %ijiD ueer

IVHININ YAVA ¥39ANS NVa [1I9¥3N3 SYNIA
HYON3 L NVLINVINITYA ISNIAOYd HY LNIH3W3d




Iaquasa(] |

o
e

IqUIdAON] |

—
—

Qo0 |

=
—

Iaquuaydag

snysnay

i

iy

1O

dy

121N

Lt ([N O\ |\O|<F|[— |00 |wvy|n

Hsr ||| NN |\O | |[— |00 (W |eN

ueniqaq

=N e e e N L e o e L

Henue(

— || en | = [ [\S |t~ |08 [N

ueye[ousJ
UESElV

yequng

ueideqog

eAugninfag | weynjadip

Ye[oyp 1sewioyuy

uey[NqeYIp ISeusou]

Suek npem

UBUOYOULId Yejumy

ueng

ON

€C0T NNHV.L

MIT9Nd ISVINIOANI SASMV NVIOd VT HVTIANL NVVIONII




E8.=mEm©mcmp_mx>oacmnEEm_n
ot6TZTE - 9€S0
SHSEIVEN

INH'S ‘NIANdIYVAS

uspuodsay eled
pro3'3us)jexy wpsap
$867228Xed 9v612ZE (9€50)dIPL

Z11§. 504 2P0y ¥86ZZZEXBd 9¥6TZZE (9£50)daL §'g ] Inmny L ulf
HYINAL NVINVINITYM ISNIAOYd TYYENIN VAVQ ¥EEWNS NVA [99aNd SYNIA

yrqnd uepeg eled

£Z0Z NNHV.L MIT19nd Nvavd ISYIWdO04NI NVWINGYALIN ISVNTVAT NVA ONTHOLINOW
NIANOdSTYd V.LVA

HVONAL NVINVIITY ISNIAOYd
ISYWJ0ANI ISTNO

[rew-3
dH/d]2.L N
ueleqe|(

uspuodsay euweN

RN
sed/dpL oN
yi|qnd uepeq JewWery
Niqnq uepeg eureN




\% (1S'IW “LS ‘AVM.LSIHHD ,FZECA (InH's ‘NIANdI¥VAS)

—

UPSEWNYY NEJE ISEN[UNWOY]

qseurioyuf Suepig 1p 1eqelod/aidd udpuodsay
mimoaAusj uep nyeIdSudK
¢70z smsndy g1 ‘eAey exsueied
wodjlews@susyeyaoidusquelsip [lew-g
9v6TZIE - 9ESO  ° dH/d[2L ON
INH'S ‘NIGNdIYYAS  * UBSBUWINYIY

Neje [SENIUNOY .ﬂmmEQE
Buepiq 1p 1eqeled/dldd BWeN

UeSewnyay] neje [Seyunuioy] ‘ISeuLIojuj Suepig 1p 1eqelod/ didd eled
£20Z NNHV.L MITdNd NYavd ISVIWJO04NI NYVINGHALI ISVNTVAT NVA INRIOLINOW
NIANOdSTY V.LVA

HVONIL NVLNVINITV ISNIAOYd
ISVIWOANI ISINOA

]




S0 (reieALdl

bgB/Siapioy ‘ueredSue usiesaq

i BAIPJII0D S[60 | A qeredsue 1oqums ‘ueieidoy/ueiford puwreu jenwaw eAuduemy-Sueinyas Sued 1sFuny uep sedn} uefuap rensas [
OB 8AIIp//-SapY aysqam Ip ueunwnip Suek 1sUACLd (dMS €207 Unye] ueleidey neje ureigoid-ueidoid ueyunwnFud]
1s8uny

ugp sedny ignses sidojea)s jujisiaq Sueh ISWAGLY (1AS UEgIEISY neie/uep weisold SuL)jud] Lm0} q
¢ - N ISUIAOI] (IS [B5UILS) uguiduyg -

:LIBp L1p1a) Suek (S NUll YNIUaq WEEp UBING) SUSqaM. 1 UESENELLL §iiliog wefep 1sdnioy] uesyueIaquiad ¢

ISIUOY Y2J0 UBNWLID{IP Ye[dl uep ‘IseyyuaAlp ‘esyuadip yeja) Suek eieSapN 1eqeldd NIYHT ueyunwnduap

£ = A TSUIAOI] (Id3S NSqam WB[Rp 1S3UN) uep ses) 1SALSap ISPULIOfUl UBUNUNSWN| ¢

ip=dsn; __cm}_

-91 um ONAS
€ SOISZIBGACdN|— p myepioq Sued ueSuepuniad ueinieiad uedIEsEPIa] SUIAOL (NS Uep yoyod 1s8unj uep sedm ueyisdLysa( 1
Bao]

BALIPJUICD 3[B0
ob aAlp/sany

WEERIRIN

.n._;e._.m adis EE@ mna:.ﬁ seuiiojuy| v

NEPLL

IVIIN  NVSMVTAd

11LNNg xlg:

(1SUIA04J (TJYS 21SGam Ip pipas.ia) Buvd ajpp 0] dn/upiuiyay ubp ISDAyD ISUDA2]a.L UDYDSDPLAG 1SpuLiofur ninpy)
ISVINHOANT SYLI'TVX
€707 NNHVL

NIT9Nd ISVINHOINI NVVINEII LI
ISVYTVAT NVA DNTHOLINOW HINOISHI




N

7 12ed

€ 19ed

T 12ed

[ =2 =N e

vAuure] Jondwoy uee(eiad [epoy eluejag

PUIIA] Yrias Winjaq uep uejeliag yisew sued HS4] Wejep wniueais PUBLLTEDRGAS ISUIADI] (14 S 1SBUny UBp Sesm
1ensas ueieiSoy nepe wesSoad ueyefIaq €707 UNYEL esel uep Sueieq ueepesuad 1axyed-1axed uewnumsuad ueyIngas

¢ 12%ed

7 19ed

€ 194Ed

DALLID] ANYBISIY DSOL-IND2HSAY UDDUDIUDIB]
ispynsuoy psof blupjag vuun] uunSung noin J01uDy Bunpar) DUDIDSDA] UDP DUDIDS SUNJIGEYSY MDDIDYI]2Udd

i I B e

Ip=dsnzIugSzy

~910/PDNdS
SOTSZBgAEdN
DGOL/SI3P0)

2AUp/UIoD 8|bo
OB @ALp// SAY

DAULID] DO UDP JNIY2IISLY UDDUDIUSLD ] ISDI[RSUOY DS nlunjag

BUILID) [RI0S 18S2[as ye[a) Suek g4 we[ep uniuesia) vuEUIESRqas 1SUIA0L] (IS 1s5un) uep sedm
rensas ueyeroy nepe wesSold uepeyIaq €70 UNYRL psef uep Sueieq ueepeSuad 12yed-1dyed uewnwinSuad ueYINGS

o

“dNdIS UE[Ep Wnjiedia) Bueuieseqas
ISUIAOL] (Jd S 1S8UN] uep sedm [ensas uejeiaay neje wesSosd upepeSuad WNWN BULBIURI ISBULIOJU! Ueunum3uajy

ESE[" UTp BUURING USEPEBUI]

-+

4

Nk ikl e

TR

(0T unye],
ueSuenoy ueeundSuad uederdkusd neje Isesijeal ISEUWIOUL ISUIAOL] (JdS P1SGAIM WEIED ueyunMumsu[A

TV -

B i

Vdd-

e RIS

-§157bD1dS

SOISZIBGAEdN
DgIbL/sI8picl/
AP WOT B[HO

obaAlpjsdny

SYMIUAQ Wejep £70T UNYE | UBSUBNa)Y [SEUOful JENI) ISUIA0I (dAS ISqM WEjep Uy unuNIujy

BORION -

[SEISIAU] Uep 135 Jeye(] -

(5r1vD) ueduenay uelode] Se1Y UBIEIR)) -

e i i

(vyT) uesedBuy isesijeay ueiode -

“Hep Hip1a) Suek
upnep yea Suek 7zoz unye |, uesuenay] uiode] ISEULIOJUI ISUIAOL] (IS 21SqaM Wie[ep ueyununsuap

S TEL]

1p=0sng JIuS2H
-915/PD1dS

e L

UEBUENIY] ISBULIOJU]

ueyeiday ueredesuad
‘ueseSSue 1sesifeal ‘uejei3ay/wesSold eureu jenuIdW eAuSueimy-Sueinyes Sued 2jisgam wejep uBjnuMUWNp
Suek 7zoz unye] ueyeuesye(lp ye[al Suek isulaold QS ueerdoy neje werdord-werSoid ueyununguay

uereldoy ueredeouad
querefue 1sesyeor ‘uejeiSor/weidord eured JenuIaw eAuSueiny-Sueinyes Suek 2Msgom WR[Ep uBynuMWNIp
Suek ¢zo7 unye] ueyeuesye[ip Suepss Suek 1SUIACI] AdMS ueeioy neje wesdoid-weifold uyunwnSuay




IVHN TV IOL

BT

Ap=asngiuszy)
-810/bD1dS

bg[bl/siepioy)
w>:n.§g. m.,_ﬂm

[T0T Unye ], | 1yiad

SOISZIBqAEdN

3 M ._mﬁcﬁm 1BNnsas ;nazxum:oz _S [IsBY UBI[ENoai(] ISeuLIoju] uewnwnSusw uep Euﬁ_uoh:uE ISUIAOIJ Qn_Mm !
m T : ; u%_am ads v 1s8unf jonsos uvyl i A
_. B : Eﬂq Zﬁgﬁﬁﬁ S 2
m‘,ﬂw:um :mamu_uh:un neje/uep UejeIsqay awsiueyatl
al M ueMIesepIaq Jeyeseksew 18eq vynqu) uByeleAuIp e[e) Jue uje| YijqnJ ISBULIOJU] UBNRIPOAUSW ISUIA0I] (IS €
BYNQJA) ISBULIOJU]
- M 1e8eqas ueljenoaduad nyyem eySuel siqey Sued ueijEnoayIp ISBULIOJUT UBWUNIUBDUIL ye[al 1suiA0dd AdS ¢
- A 10T unye], | D12 Tepuels 1ensas (J1(1) Yiqnd Iseusioju] Jeye( I

Eﬁ% £Z0Z unye] 1esen ,Eu BueA 1seutiojul :ﬁnﬂu:uE uep ExE:E:m:uE raw va_m_wu?uﬁ ;:;Em Dm&w

01 10%eq|

r

6 12%ed

8 13%ed

L ¥%ed

9 123ed

S 1oed

0w onf =]




4 g r iseyyIeny] vle(] lequia neye eipaluag ueierelsiog uawmjo(y| ¢
(4 u - p Nenuoy ueSuwouey| +
4 : i p sinja ] 1seyisadg| ¢
z BAAENDY |- ‘SdH 18ABMUY BLI0S (SAH) LIPUS UeRIIad w8 ¢
AP/ r : ¥
(4 . o Y {(3IvyD) eliay] uenoy eySuelay| |
£207/2Z0T unye]. uee(1oyad
BUILID] URIOS U0l uep ueywnwnip yepal Sued esel uep Sueieq .ueepeSuad uswmyop uejeIpakudjy 4
< . £707 UNyE] VJQ ueseydull ynjuaq wiejep ¢z0g unye) ueduendy uswmjo(|
p ;| jed
7 = ISBISOAU] UBP 1aSY
i TBYB(] uep BORION VYT TED Lep uipid) deSus] zzogz unye] upne [isey ueduenay ueiode) uswnjoq P
] - - uejeiday ueredesuad ‘uereS3ue 1sesijeal ‘urieiSay/ureisod eweu enwaw eAuueiny-Surinyes 5
.,.q-.ﬂ..u_;:mummn‘.._.am% M Sued zzog unye] ueyeuesyepp yepl Suef 1suiaoid (43S ueeidey nee weidord-uresSord uswnyoqg
I .. 5 W‘W.E.Ewuun_.(..,._ - uejeidey ueredeouad ‘uereS3ue isesi[eal ‘uelerdady/weidold eweu jenuwaw eAuduemy-Surinyes
m.\mi%m%ﬂhmm_jmmw p Sued ¢zor unye] ueeuesyejip Suepas Suek 1SUIAOL] (JdNS ueieiday nee uriford-uresford uawmyoq q
1 RIWEIE e ke "UBIBSEUR URIBSAq ‘ugIEgUR Jpquins ‘uejeidayjwesSold BUTBL JENWSW eAUSURINY-SURINYQS Suek ¥
“S[boob SAlp/Eany p 1s3uny uep sedny ueSuap ensas ISUIAOL] (dMS €707 unyel ueleiday neie wesord-wesdoid uswnjoq
: :yndipur uwieiBey uvp weis01d JEHIA) €707 :
Unye] B[e}Jaq BIB33S umjumwnip usp ueyuipssip qifem Sued sumiojur wowmnyog] uryeIpALuagy

NYVNVSMYTad  TePLL

IV IN 1S9 ; NYVANY

NYNVIAASHI LaM

(1207 Unyo] [ 13434 £] [0SDG UDYLDSOPIDE DYNGID] ISDULOLUT)
ISVINHOJNI SINAT
€707 N(IHV.L

MITENd ISVINHOANI NVVINEA LA
ISVI'TVAT NVA ONTJOLINOW HANOISANH




Lot B I I o T o I B e B e B e B e

[ B e B N R N N

(o}

(o}

o

o3| | e e

R e :ugeliayag ueiesajasuag weiode | O

_z - ‘ueeliayeg uveuesyejad ueiode | 67
_.- A ‘BUR(] URIIBOUS YRMULId] 18NS | §7
s A ieAequUsiy yeLRd 1BMS| LT
- A Buiseyoind-7 uemesa 1@INS| 97
- .7 ‘ueyide | LMS| ST
A - ‘UeRIRyl[AWa] UBUTWR( 18MS| T
= r ‘enjy Sue() uRutwe( RN €7
A - ‘ueeuRSER|ad UBUIWIRE[ 18INS| 7T
- A ‘el193] rBIN YRIULIRg JeMS| [T

‘upfIfEnIyIp

M - Suef isewaojul Sunpuesuaw Hepy Suei yenuoy| usyeqnIad BURS2q iueSueiepuellp ypjel Sued yenuoy uawnioq 0

- A {radds) eser/Suereg eipakuag ueyniunusd wemg| 61
- N ‘eipadiag ueyijiwa [sed ueiode| g1
-- .? ‘eipafusg uswnwnSuag neje uedeiauad viedy BUIRG| L]
- 7 ‘Fuipueg yz83urs uep yedsueg eroY Bleg| 9|
-- A . ‘iseisofa) uewnnSua  pIedy 2| S
-- A ‘uesej(uag uellaqiuad wedy elleg| fi
= “BISnuBH 1SBSY EH ¢l

iy UEp WK UBLISMSWIY [BN13[9IU] UpeARYSY [RISPUS[ 1BIONAIIQ HEP MYEHSq yisew Suek 1suasi neje JNYILRG| ©
= M ‘eIpakus ] uelemenad 1eIng| 71
- A SJUBLSUTWPY URIemBLY] UsWIM{O(| ||
A - ‘ueSunySur] yedweq 1eusduajy sisteuy ynseuns) “dnpiy weSunySurT uswmsjo uep ueyeiR[ay 1png UAUMYOC| 0]

- A ‘welioyed ueSuriugy JequieD| §
-- ? ‘ueel1axyed 1sexo| eep uep ueeuesyejad [emper| 8
- A ‘e3iey uep senueny] BYeq| L
= ‘? ‘uBYIIWSg BIR(] JRQUIAT NEIR URYI[IWA $3501 Ueleredsiag uawnyoq| 9




‘ewpoNp SueA YIjqng ISBULIOJU] UBBIUIULA yejun(

$7707 UNYE] UIWIDYOP UBYBIPIAUAW UBP NIGNJ ISLWI0Ju] SasHE urlode] uuseSuny Eﬂsnﬁuu._g

Dypyaag ISUMLIOfuy umyn
SEEE

mgm% |

(o B N BN N

U
| @Alp=dsng gy
-510/bD\d

SSO1SZIBgACdNbEI
B /Si3p|oi/anip/ it

“BBo0E SAlp;/ Sty

‘70T :r wnum ynun exnqio)
Fues venwoayad wejep yygnd jeqefed ueyiedwesip Suek ueeligey uep _mmE._omE UWIMOp UeyBIPSAUIJA]

(ueInyBuesIaq (O UE3Uap ueleyaq uek ) £707-1707 unye)
eAuIwapeye ueifey BLAsaq ueyyesip yejay Sued ueSuepun-Suepuniod ueinieiag usWNOpP URYRIPIAUSI

(). eAuueyepuruad uelode] epas
Teyeredsew yajo ueysode(p Sued uereS3uejad wnwm ueequied uep ‘Siua{ “Yejunf USWINOP URYRIPIAUSAL

-7~ eAuueyepuruad ueiode] eues jeuoiul tesemeduad
wepep ueynwoyp Sued uvereSSuejed wnwn uerequieS uep ‘siua{ ‘yejumf uSWIMOP UENBIPIAUSIAL

~). ueyuaqip suek uiz uejeeuad uelode) uep eAuBuUNYnpuad
UDLINYOP IMY{1Iaq URIEN[YIP neje/uep uespiqianp Sued uiz! ‘veuizuod uejeredsiad uswnjop weyeipaAusyy

“7i; eAuduruamaom uep ‘1sduny ‘sedm
ueeuesyead eySues urefep 1suiA0id (dMS teqefad nee ueuidwid jenAusul jeNg USWM{OP WEYRIPRAUSA]

_COC unye] yenuoy| udumjo( Jeye

£707 - [CO7 UNUEL BJO[OYBMS W] UBYMUIQUId] JRINg neje ueskinua  jemg

<

“L0C - C20¢C unye] ejo[ayems uelfiefiag wing

CT0T - Coor unye], ueenuuay ueilielisg jemg

0T - Lo unye],
eAuuTE[ yNJUSQ NEYE ISUIAOLY (Id NS 1S8uny uep sedny 1ensas ([JOJA) SUIPUBISIaPUN) JO WINPUBIOURIA JEYe(

uemefwad

teAuunynpuad
wowimjop Injwaq wSpey yegid weSuop wejfueliad jeinsjeing  wwmjop E«%hnoum.

JIEEUESYE[2 [DIngl WO[0,, BPed VLY HVASHAAIA FVALL
qemeluaw (1dd eyew Surseyond-a2 2Ieaas ueyeuesye[ip yepn esel uep Sueieq ueepeduad yenqgas ‘eAueSIN ‘gsef|
uep Suereq ueepesuad siuaf ueSuap 1ensas UeAd]al Fued USWTD{OP,ISRULIOJU UewmuzaudW eAURY (Jidd : UBIEIED

I9AQ) PURF] [RUI] NEI BWILID | (RIAS RIBDY ElLIag

£€

—>

$13A() PURE] [BUOISIACL] NEIE BIRJUSWIAG BIILID | RIS BEOY BILIag

[

‘ueeliayad |ISeH UBESLISWS ] RIROY BILIY

1€




A 2707 Unye ], qnd uepeg efauny uesode ueyunum3uay] ¢

€707 Uep 7707 Unye ] Uejersay Japualey ueyumumsusN|

A J1epdn 13) Sued yiqnd uepeq ueuidwid [Joid uNUNWNGUSN | 7

_ W - {I[qngd ISeuLoju] ugBuiuLRy uexejouad uesejy| p

o e Syeonp Suedyqng 1sewopuy|
a5 o“_mmwwm MMaD 55 P ueRjUILLIDg uep BAUYNIN[AS nEje ueideqas Yieq ueynqeyip Sued Nijqnd ISeULOju] ueelUluLdg Ye[wnf

mw ] mu»@bm R A Nqnd ISEULOfU] UBBIuILLIS ] denas [nuatisty Wweep ueyn|iadip sued nmyepm | q




,_ ¥I[qnq uepeq Ip ueieiaqay uenlesuad ueueSueuad tepuels uByUNWNSUSW uep ueyepaludpy| z
01 Ueieaqay Ueyn[esuall [SEULIOJU] UOYOLUdd URNeun3ip Jedep SUBA URESE[R UBYWNWUNSUIUI UBp UBNRIPIAUSIN]| |
urgidwoy swsiueIN|
_ NIVIJWOY NVNVONYNEd]
01 - ” 1SeuLIojul UeLiaquad UeSueluediad ndes
! UBNUMNQUISW (J[dd [eY Wejep ueseje 1euasip iseuuojul uoyowad epeda) uenyeilaquad uaumsiop UeseIpRAuajy b
01 R o= S g - A PUILIA)IP BueA 1seuLioju ueuoyousizd depeyial (Jldd Ueqesmel uauwmyop UeseIpaAuay| ¢
01 =T N - ISeULIOjU uRUOyoULIad Ueye|ouad sele (J1dd Ueqemel uswmyop ueNeipsAualy| z
0l |575D0dSs01s2EaAEd YEIOUP (Issusioj)
RS EETELI A weuoyowsad eueuie(iq ueyejouad uesefe uep ‘munwip Sued iseuojul ‘voyoursd jewele ‘uoyowsd eureu| |
07 8|boOB SATIR /SNy renwow eAuSueimny-Suemyas Suek yiqnd 1seuuojul ueuoyouad I1SISA1 JeyEp neje ming ueelpaAuSy
, mﬁata\& unuoyouIsg 1SunjSqns upundnpg wnwdagay |
ISNV.LSENS NVAVHVINE| |
01 " - ‘ueinyguessaq Suek yijqng uepeq Lep ey uellueliad
4 neje uizi ueyiedepusw Suek yeyid yojo ueied3uejad neje Sueuamam ueeunsyepeduad uenpeduad eIed EjR] (
01 o A TSUIAOI] OIS 18qelad Uajo uelessue|ad neje sueuamanm ueeungygjeAuad uenpeduad ered eef| |
T IQng uvpeg ys[o ueirssueed neje .
=7 . Suzuomom uveundyejesuad uenpeSuad va8d B)8) SUBIUI) ISBWIOJU] UBHWNWNSUIW TSP UBYBIPIAUIN
01 5 BEIesgTsEEaNEd |~ ) 13unqnyp Jedep Suek qemeBun33ueliaq
R IEEOIELI nﬁ Suef yeyid-yeyid jjueq Yijqng iseunioju eayBuss uelesafaluad sasoid uep ueleraqay uenfefuad ered eje] .
01 00 3|boub SALp//Sany |- M “ueuoyouLIad JEIBAS UEp e ISBULIOJU IBLASID YIjqng ISBULOjU] Yajosadwal eied vle]| |
Sgng .maES._E goﬁzonﬁoﬁ Inpasoad Suejud] ISEULIOfu] =§E=E=W=QE _.wv naxs_vahnoﬂ v

IVIIN

ONVVNVSMVTIAd

LMY

4_-.:;.
Y1dasy. ._,H

NV VANV LY Ad.

ISVINHOANI NVNVAVTHEd

€T0TNNHV.L
MITANd ISVINSOANI NVVINGEI LI
ISVATVAI NVA ONIHOLINOW HANOISINN




01 = M
01 i A
ol - X
ol ™ “ TEULOJ] BT AR[9 SERMIa] NI WD TISNERd (ldd (P[0 WSROI HIm A NTrg SYIL0JU] SRR URje 0oy uRaisYe(ad
ol = K BRULCH] UPERAN[a] Seaning LEP N1[qiy [SEULio)u] taumyop Uenamnausd myreept
01 el »
ol =
M
oi = K
— = : ?
z _ M
4 B s
3 = 3 NG SEUL0JE Eep Wenpemnied wp d 40}
7 = 8 tsusnyssuoy 1N 4O
7 — X ISEULIOJU] WU0GOUa ] JO
-~ 3 TEPURES TR NI UED UeeIpIAUS )Y
r - id
% s
: : B = i

(1sxodm wep senias was ‘verefue pndyaw Sued seuuopur ureyngiay depripia usBunynp ueLEIag)
ISYSINVOYO NIWLINOM

£Z0T NNHVL
AITENd ISVINHOANT AF VI I98EALIN
ISVI'IVAT NVA ONIHOLINOI ¥3INOISINA




<1

( DN B1=N
gun | yniu() erens “redua(] ey ‘o uglef sasNy vdniag seadieg ) seujiqesip Fuepueuad veig[erad

wnjninin

U] SAUR=USNZIUSZY
[IHIbDIdSs0 18Zieq

ACdNoapL/sEpioyarp

wn | nlnln|jn|n|nin

6D a[boob aAUp/ SOl

seppqesi Suspueludg 13eq SEUPUSINTY

TaAv 1A NVNVAV]

{ure-ure] UEp UBUOHOULIR] 1215199y My ‘ISPULIOU] UBLIOYOULId]
N[y ‘ISeuuoju] UeejuiuIad eherg ueeuaduad S ‘upuefE|aq 1EWNpEN) BAUURT] Sunynpuad reueie |

Ual

yiqnd iseuojul weueke)ad empef

uBIRIaqay JnuLo ]

TSELLIOJ 1] UBUOYOULIdG JAULIO]

===l =

Ueueke| BN 1BUASIP (T1dd/ISEUoju] TEuRAeT] SNSTYY oueny

- N o | <t

rsemsoyuy uwuedey elap

MINOUINATINON|

=

UM %EE saselp 1edep mmwh
(SO1/xnui|/ploipue) [1qOu SIseqiaq (ldd/Seuiioyul UEEYNQINN ueueke 1enwsw Juek iseyjijde pyruey

eAUUIE] U0} ISBULIOJU] uededpjrqnd (seULIOJUT ueueAe] uByoueAeuow Bue [ENSIA OpNE ueYBIpAUIA]

(uEieiaqey uenlesuad IInuLoy [pUNBUaLI UeyNq) AUIUO UBJRIIGY uelesua

(uenoyowad Hjnuiiog npunguaty Ueynq) suluo (SeuLojul UBLOYOULId]

Tk

yijqng ISeULOju] XePE(]

UD{I[endaY1(] [SPRLIoyu]

BUDA] BHOS ISBULIOJU]

jeeg de1jag BIPasIa], Iseuuoju]

el e

eedag qifeAy 1sewIopuf

—Nmﬂ-mxor-aoc\

usewioju| UBBIpIAnIW Suek ewein 93ISqaA NEFUIP ISBAFIIULIS) Buek (1d4d pU

(gnd 1svuuoful upupnfpjad Bunynpuail pybuns WODP soyisnf unvipafiuad)

YNVIVSVid VNVAVS

€202 NNHVL
Hurignd ISVW304NI NVVHENESELEH
ISVOIVAE NV DNRIOLINOW JIANOISEOH

-







1SUIAOI] QS ueSunysuy 1p (38ds)

=1 - M FIUONYA[T SISEqIag URLBIULISUID WdISIS UeSuap uejiexiaq neje Sundynpusiu Sued 1sexijde pjijiwopy ¢
ISWAOL] QS i

- B p amsd uep sedny ‘dnySur] Suena rensas yignd %zmmﬁ ( dldd nUaN ‘adO 2Msgap ) sexide 5%6&53

: HUQRJ UBUBAE NISGIAL U1 e Ot ﬂ |
: VIROANT IDOTONMAL NVLVVANVIHEd] ©
o1 N _m«_Eomc_ ISILIOY] 2 ISBULIOJUT BIOYBUS ﬁnonoahvm 9

r ueynfeSusu seuoyuj uoyowa ueyeungip jedep Fued uesele ue)reyIaq IsBULIOJU] UBNINUNSUIJA]
01 el uejelagay ¢
| 3 M = o €70 Ueredsuy unye] /3 VR ner Vdiq iseuuojul cﬂEEE:wr:uE V-
= Ul] SAIR=0snIugSZy =
Sl m—. s - A - unye] ueledSue isesijeal nele ugrundsuad weredIaq [SLULIOJU] UeununduoIN | ¢
-810.00D -
o1 |idssoiszEGAEdnE | - r o B
BB 1 /SIBpI0l/BATIPATO 1s3uny uep segnj ‘dnySuj| Suenu rensss si3a)ens uejeIZaY URp wieid01d ug)eIaq [SBULIOJU] UBWNWNSUSA
01 5 5|B00B SATPSaN = A ISUIAOIJ (IS _mw:z.w uep sedn) .&iwc: Buenu :S_mx.ap ISRLLLIOJU] nwxE::Sm:uE 1

RIS
AT R

NVENVSMV T
LEMOY

IV TIN

AT RN IEHE

(upupfiv] sopPNY UPP ‘SPINIGLISASYD 4suz1SY> UpYILYBUIUBUL YMuN JPRBIP 1SDULIfUL 160j0uya) unpunbbua sas04q)
ISVSITV.LIDIA

€20T NNHV.L
HITENd ISVINNOANI NVVHNEIELEH
ISVATVAE NVA DNIHOLINOW ¥ANOISANN LAVId




2

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 003/KEP/ KI KALTENG/XI/2023

TENTANG
HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, serta
menelapkan pelunjuk teknis standar layanan informasi publik;

b. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008, Komisi Informasi melakukan Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;

¢. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada
Badan Publik scbagai sarana mcmantau dan menilai pelaksanaan
keterbukaan informasi publik, serta mengukur tingkat kepatuhan
Badan Publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang
menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada
Badan Publik, maka perlu diadakan pemeringkatan atas hasil
evaluasi sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dan ¢, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi
Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tentang Hasil Pemeringkatan
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan
Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99);

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741),

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring
dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4),

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan

Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Mengingat ©ooa
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f. Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi

Publik Provinsi Kalimantan Tengah;

Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015

tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentast (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah;

h. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

pada Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota tanggal 4 Juli
2022,

0=

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 26
Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan !

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TENTANG HASIL PEMERINGKATAN MONITORING
DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP BADAN PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023;

KEDUA . Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik
pada badan publik tahun 2023, yang dilaksanakan dengan prinsip
terukur, obyektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

KETIGA Hasil Monitoring dan [LCvaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun
: 2023 scbagaimana pada Diktum KESATU terdiri tiga kategori Badan
Publik yang telah dikualifikasikan berdasakan tolok ukur yang
dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan terhadap badan publik
sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan;

KEEMPAT . Keputusan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
ini merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan
Tengah dan tidak dapat diganggu gugat,

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat
diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

KEENAM . Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkandi : Palangka Raya
Pada tanggal : 9 November 2023
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Lampiran [

Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor  :003/KEP/ KI KALTENG/X1/2023

Tanggal  : 9 November 2023

HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

A. 9 (Sembilan) Kualifikasi Badan Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah:
No . OPD Provinsi Nilai Kategori
1. | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah 98,88 | Informatif
2. | Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 97,69 Informatif
3. | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah 95,20 | Informatif
4. | Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 94,87 | Informatif
5. | Dinas Pem.berdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Provinsi 94,85 Informatif
Kalimantan Tengah
6. | Biro Administrasi Pimpinan SETDA Provinsi Kalimantan ;
Tengah 94,82 lnformah[
7. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu '
Provinsi Kalimantan Tengah 91,47 | Informatif
8 1D : - —
: ;r:‘agsaﬁnergl dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan 90,31 Informatif
9. | Biro Organisasi SETDA Provinsi Kalimantan Tengah 90,18 | Informatif
B.  5(Lima) Kualifikasi Badan Publik Vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah:
No Badan Publik Vertikal Nilai Kategori
1. | Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 98,7 Informatif
2. | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 98.48 Inf i
Provinsi Kalimantan Tengah ' i gl
3. | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya 8528 | Informatif
4. | Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah 92,46 Informatif
5. | Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya 92,21 Informatif
C. 4 (Empat) Kualifikasi Badan Publik PPID Utama Kabupaten/Kota:
No Kabupaten / Kota Nilai Kategori
1. | Kota Palangka Raya 98,98 Informatif
2. | Kabupaten Kapuas 93,93 Informatif
3. | Kabupaten Kotawaringin Timur 93,59 Informatif
4. | Kabupaten Kotawaringin Barat 90,90 Informatif
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1ASI BADAN PUBLIK
DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

PERINGKAT VIII
INFORMATIF
GICAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAK
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FOTO KEGIATAN PERTAMBANGAN
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FOTO KEGIATAN KETENAGALISTRIKAN
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FOTO KEGIATAN ENERGI BARU
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
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FOTO KEGIATAN SEKRETARIAT




FOTO KEGIATAN SEKRETARIAT




FOTO KEGIATAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PELAYANAN DAN PENGUJIAN
TEKNIS
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